PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 34 TAHUN 2006
TENTANG
JALAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nelaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasa
28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nonor
38 Tahun 2004 tentang Jal an perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
tentang Jal an;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 132, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 4444);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A TENTANG JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan:

1. Penerintah Pusat yang sel anjutnya di sebut Penerintah, adal ah
Presi den Republ i k | ndonesia  yang menegang kekuasaan
peneri ntahan negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud
dal am Undang- Undang Dasar Negara Republik |1ndonesia Tahun

1945.

2. Peneri ntah Daerah adal ah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyel enggara penerintahan
daer ah.

3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang neliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pel engkap dan
per | engkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada pernukaan tanah, di atas pernukaan tanah, di
bawah pernukaan tanah dan/atau air, serta di atas pernukaan

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4. Jal an umum adal ah jal an yang diperuntukkan bagi lalu lintas
unmum

5. Penyel enggaraan j al an adal ah kegi atan  yang mel i puti
pengat uran, penbi naan, penbangunan, dan pengawasan j al an.

6. Pengaturan jalan adalah kegiatan perunusan kebijakan

perencanaan, penyusunan perencanhaan unmum dan penyusunan



10.

11.

12.

13.
14.

per at uran per undang-undangan j al an.

Penbi naan jalan adalah Kkegiatan penyusunan pedoman dan
standar teknis, pelayanan, penberdayaan sunber daya nanusi a,
serta penelitian dan pengenbangan jal an.

Penbangunan j al an adal ah kegi at an penT ogr aman dan
penganggar an, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta pengoperasi an dan penel i haraan j al an.

Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mewuj udkan tertib pengaturan, penbinaan, dan penbangunan
j al an.

Penyel enggara jal an adal ah pi hak yang nel akukan pengat uran

penbi naan, penbangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan
kewenangannya.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
sal ing nenghubungkan dan nengi kat pusat-pusat pertunbuhan
dengan w | ayah yang berada dal am pengaruh pel ayanannya dal am
sat u hubungan hi erarki

Leger jalan adalah dokunen yang nenuat data nengenai

per kembangan suatu ruas jal an

Orang adal ah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
ber badan hukum maupun yang ti dak ber badan hukum

Ment er i adal ah nent eri yang nmenyel enggar akan urusan
peneri ntahan di bidang jal an.

Pasal 2

Li ngkup Peraturan Penerintah ini mencakup pengaturan jal an
umum dan j al an khusus.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB | |
JALAN UMUM

Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyel enggaraan jalan unmum dilakukan dengan nengutanakan
penbangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta
j al an-jalan yang nenghubungkan pusat-pusat produksi dengan
daer ah pemasar an

Penyel enggaraan jalan umum diarahkan untuk penbangunan
jaringan jalan dalam rangka nenperkokoh kesatuan w |ayah
nasi onal sehi ngga nmenj angkau daerah terpencil.

Penyel enggaraan j al an unmum di ar ahkan unt uk mewuj udkan:

a. peri kehi dupan rakyat yang serasi dengan ti ngkat
kemaj uan yang samm, nerata, dan sei nbang; dan
b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan
negar a.
Pasal 4

Penyel enggara jal an umum waj i b nengusahakan agar jal an dapat
di gunakan sebesar-besar kenmakrmuran rakyat, terutama untuk



meni ngkat kan per t umbuhan ekonomi nasi onal , dengan
mengusahakan agar biaya umum perjal anan nenjadi serendah-

r endahnya.
(2) Penyelenggara jalan umum waji b nmendorong ke arah terwjudnya
kesei mbangan ant ar daer ah, dal am hal pert unbuhannya

menperti nbangkan satuan w | ayah pengenbangan dan orientasi
geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengenbangan
wi | ayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum waji b nendukung pertunbuhan ekonom
di wlayah yang sudah berkenbang agar pertunbuhannya tidak
terhanbat oleh kurang nenadainya prasarana transportasi
j al an, yang disusun dengan nenpertinbangkan pel ayanan
kegi at an per kot aan.

(4) Dalam wusaha nmewjudkan pelayanan jasa distribusi yang
sei nbang, penyel enggara jalan umum waji b nenperhati kan bahwa
j al an nmerupakan satu kesatuan sistemjaringan jal an

Pasal 5

Jal an umum sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 di kel onpokkan dal am
sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan Kkelas
j al an.

Bagi an Kedua
Si stem Jari ngan Jal an

Pasal 6

(1) Sistemjaringan jalan nerupakan satu kesatuan jaringan jalan
yang terdiri dari sistem jaringan jalan prinmer dan sistem
jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan
hi er ar ki .

(2) Sistem jaringan jalan disusun dengan nengacu pada rencana
tata ruang wlayah dan dengan nenperhati kan keterhubungan
ant ar kawasan dan/atau dal am kawasan perkotaan, dan kawasan
per desaan.

Pasal 7

Sistemjaringan jalan prinmer disusun berdasarkan rencana tata

ruang dan pel ayanan di stribusi barang dan jasa untuk

pengenbangan senua wi |l ayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan senua sinpul jasa distribusi yang berwj ud

pusat - pusat kegi at an sebagai beri kut:

a. renghubungkan secara nenerus pusat Kkegiatan nasional, pusat
kegi atan wilayah, pusat kegiatan |okal sanpai ke pusat
kegi atan | i ngkungan; dan

b. menghubungkan ant ar pusat kegi at an nasi onal .

Pasal 8
Sistemjaringan jalan sekunder di susun berdasarkan rencana

tata ruang w | ayah kabupat en/ kota dan pel ayanan di stri busi
barang dan jasa untuk nmasyarakat di dal am kawasan



per kot aan yang nenghubungkan secara nenerus kawasan yang
menpunyai fungsi priner, fungsi sekunder kesatu, fungsi
sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya
sanpai ke persil

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagi an Ketiga
Fungsi Jal an, dan Persyaratan Teknis Jal an

Paragraf 1
Fungsi Jal an

Pasal 9

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu Ilintas dan
angkutan jal an, fungsi jalan di bedakan atas arteri, kol ektor,
| okal , dan | i ngkungan.

Fungsi jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1) terdapat pada
sistem jaringan jalan priner dan sistem jaringan jalan
sekunder .

Fungsi jal an sebagai nana di maksud pada ayat (1) pada sistem
jaringan priner dibedakan atas arteri priner, kol ektor
primer, |okal prinmer, dan |ingkungan priner.

Jalan dengan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
di nyat akan sebagai jalan arteri priner, jalan kol ektor
primer, jalan |okal primer, dan jalan |ingkungan primer.
Fungsi jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1) pada sistem
jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kol ektor
sekunder, | okal sekunder, dan |ingkungan sekunder.

Jalan dengan fungsi sebagai mana di meksud pada ayat (5)
di nyat akan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kol ektor
sekunder, jalan | okal sekunder, dan jalan |ingkungan
sekunder .

Pasal 10

Jalan arteri priner sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegi atan
nasi onal atau antara pusat Kkegiatan nasional dengan pusat
kegi atan wi | ayah.

Jal an kol ektor prinmer sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(4) nenghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegi atan
nasi onal dengan pusat kegiatan |okal, antarpusat kegi atan
wi | ayah, atau antara pusat kegiatan wlayah dengan pusat
kegi at an | okal

Jal an | okal primer sebagai mana di naksud dal am Pasal 9 ayat
(4) nenghubungkan secara berdaya guna pusat kegi atan nasi ona
dengan pusat kegiatan |ingkungan, pusat kegiatan w |ayah
dengan pusat kegi atan |ingkungan, antarpusat kegi atan | okal
atau pusat kegi atan |okal dengan pusat kegiatan |ingkungan,
serta antarpusat kegi atan |ingkungan.

Jal an |ingkungan priner sebagai mana di maksud dal am Pasal 9
ayat (4) nenghubungkan antarpusat kegiatan di dal am kawasan
perdesaan dan jal an di dal am|i ngkungan kawasan per desaan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 11

Jal an arteri sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(5) menghubungkan kawasan prinmer dengan kawasan sekunder
kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kedua.

Jal an kol ekt or sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9
ayat (5) nmenghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder keti ga.

Jal an | okal sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(5) nmenghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perunmahan,
kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder
ketiga dan seterusnya sanpai ke perunahan

Jal an |ingkungan sekunder sebagai nana di naksud dal am Pasal 9
ayat (5) menghubungkan antarpersil dal am kawasan per kot aan.

Par agraf 2
Per syaratan Tekni s Jal an

Pasal 12

Persyaratan teknis jalan neliputi kecepatan rencana, |ebar
badan jal an, kapasitas, jalan masuk, persinpangan sebi dang,
bangunan pel engkap, per | engkapan jal an, penggunaan jal an
sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

Persyaratan teknis jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
har us menmenuhi ket ent uan keamanan, kesel amat an, dan
I i ngkungan.

Pasal 13

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
pal i ng rendah 60 (enam pul uh) kil oneter per jam dengan | ebar
badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) neter.

Jalan arteri priner nmenpunyai kapasitas yang | ebi h besar dari
volune lalu lintas rata-rata.

Pada jalan arteri priner lalu lintas jarak jauh tidak bol eh
terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu Iintas | okal, dan
kegi at an | okal .

Jum ah jalan masuk ke jalan arteri prinmer dibatasi sedem ki an
rupa sehingga ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.

Per si npangan sebidang pada jalan arteri priner dengan
pengaturan tertentu harus nenenuhi ketentuan sebagai mana
di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jalan arteri prinmer yang nenmasuki kawasan perkotaan dan/ at au
kawasan pengenbangan perkotaan tidak bol eh terputus.

Pasal 14

Jal an kol ektor prinmer didesain berdasarkan kecepatan rencana
pal i ng rendah 40 (enpat puluh) kilonmeter per jam dengan | ebar



(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

badan jalan paling sedikit 9 (senbilan) neter.

Jal an kol ektor primer nenpunyai kapasitas yang |ebih besar
dari volume lalu lintas rata-rata.

Jumah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga
ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2)
masi h tetap terpenuhi.

Per si npangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan
pengat ur an tertentu har us tetap menenuhi ket ent uan
sebagai mana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Jalan kolektor priner yang nemasuki kawasan perkot aan
dan/ at au kawasan pengenbangan perkotaan tidak bol eh terputus.

Pasal 15

Jalan |okal priner didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 20 (dua puluh) kilonmeter per jam dengan | ebar
badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma |im) neter

Jalan |okal prinmer yang nemasuki kawasan perdesaan tidak
bol eh terputus.

Pasal 16

Jalan Ilingkungan prinmer didesain berdasarkan Kkecepatan
rencana paling rendah 15 (linma belas) kiloneter per jam
dengan | ebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam konma |ina)
neter.

Persyaratan teknis jalan |[|ingkungan prinmer sebagai mana
di maksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan ber not or
beroda tiga atau | ebih.

Jalan lingkungan priner yang tidak diperuntukkan bagi
kendaraan bernotor beroda tiga atau |ebih harus nenpunyai
| ebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma |linma) neter

Pasal 17

Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 30 (tiga puluh) kiloneter per jam dengan | ebar
badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) neter

Jalan arteri sekunder nenpunyai kapasitas yang |ebih besar
dari pada volunme lalu lintas rata-rata.

Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh
terganggu oleh lalu lintas |anbat.

Per si npangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan
pengat ur an tertentu har us dapat menenuhi ket ent uan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Jalan kol ektor sekunder didesain berdasarkan Kkecepatan
rencana paling rendah 20 (dua pul uh) kil ometer per jam dengan
| ebar badan jalan paling sedikit 9 (senbilan) neter.

Jal an kol ekt or sekunder nenpunyai kapasitas yang | ebih besar
dari pada volunme lalu lintas rata-rata.

Pada jalan kol ektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh



(4)

terganggu oleh lalu lintas | anbat.

Per si npangan sebi dang pada jalan kol ektor sekunder dengan
pengaturan tertentu harus nenenuhi ketentuan sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

Jal an | okal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana
pal i ng rendah 10 (sepul uh) kil oneter per jam dengan | ebar
badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma |inma) neter.

(1)

(2)

(3)
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(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 20

Jal an |ingkungan sekunder didesain berdasarkan Kkecepatan
rencana paling rendah 10 (sepuluh) Kkilonmeter per jam dengan
| ebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam konma |ina) neter
Persyaratan teknis jalan I|ingkungan sekunder sebagai mana
di maksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan ber not or
beroda 3 (tiga) atau | ebih.

Jal an lingkungan sekunder vyang tidak diperuntukkan bagi
kendaraan bernotor beroda 3 (tiga) atau | ebih harus nmenpunya
| ebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma |linma) neter

Pasal 21

Jal an di | engkapi dengan bangunan pel engkap
Bangunan pel engkap jalan harus disesuai kan dengan fungsi
j al an yang ber sangkut an.

Pasal 22

Jal an di | engkapi dengan perl engkapan j al an.

Per | engkapan j al an sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri
atas perlengkapan jalan yang berkaitan |angsung dan tidak
| angsung dengan pengguna j al an.

Per | engkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan pengguna
j al an sebagai mana  di maksud pada ayat (2) mel i puti
per |l engkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan pengguna
j al an, bai k wajib maupun tidak wajib.

Per | engkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan pengguna
j alan sebagai mana di naksud pada ayat (2) harus nmenenuh

ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh
menteri yang nenyel enggarakan urusan di bidang lalu lintas
dan angkut an j al an.

Per|l engkapan jalan yang berkaitan tidak |angsung dengan
pengguna jalan sebagai nana dimaksud pada ayat (2) harus
menenuhi persyaratan tekni s perl engkapan jal an.

Pasal 23

Per| engkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan pengguna
j al an sebagai nana di maksud dal am Pasal 22 ayat (3) diatur
oleh nenteri yang nenyel enggarakan urusan penerintahan di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah nenperhatikan



pendapat Menteri .

(2) Perlengkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan pengguna
j alan sebagai mana di maksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada
penbangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan
ol en penyel enggara jalan dengan berpedonan pada ketentuan
yang ditetapkan oleh nenteri yang nenyel enggarakan urusan
peneri ntahan di bidang lalu |lintas dan angkutan jal an.

(3) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak |angsung dengan
pengguna | al an sebagai nana di naksud dal am Pasal 22 ayat (5)
di | aksanakan ol eh penyel enggara jal an sesuai kewenangannya.

Pasal 24

Ketentuan I|ebih |anjut nmengenai persyaratan teknis jalan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal
21, dan Pasal 22 diatur dal am Peraturan Menteri .

Bagi an Keenpat
Status Jal an

Pasal 25

Jal an unmum nmenurut statusnya di kel onpokkan at as:
j al an nasi onal ;

al an provinsi;

al an kabupat en;

al an kota; dan

al an desa.

Pasal 26

Jal an nasi onal sebagai mana di maksud dal am Pasal 25 huruf a
terdiri atas:

a. jalan arteri primer;

b. jalan kolektor prinmer yang nmenghubungkan antari bukota
provi nsi ;

C. jalan tol; dan

d. jalan strategi s nasional.

Pasal 27

Jal an provinsi sebagai mana di maksud dal am Pasal 26 hur uf
b terdiri atas:

a. jalan kol ektor prinmer yang nenghubungkan ibukota provinsi
dengan i bukot a kabupaten atau kot a;

b. jalan kol ektor prinmer yang nmenghubungkan antari bukota
kabupat en at au kot a;

C. jalan strategis provinsi; dan

d. jalan di Daerah Khusus |Ibukota Jakarta, kecuali jalan

sebagai mana di maksud dal am Pasal 26.

Pasal 28



Jal an kabupat en sebagai mana di naksud dal am Pasal 25 hur uf

c terdiri atas:

a. jalan kol ektor primer yang tidak termasuk jalan nasional
sebagai mana di naksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan
provi nsi sebagai mana di maksud dal am Pasal 27;

b. jalan [|okal prinmer yang nenghubungkan ibukota kabupaten
dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat
desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa,
dan ant ar desa;

C. j al an sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagai mana
di maksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam
kot a; dan

d. jalan strategis kabupaten.

Pasal 29

Jal an kota sebagai mana di naksud dalam Pasal 25 huruf d adal ah
j al an unmum pada jaringan jal an sekunder di dal am kot a.

Pasal 30

Jal an desa sebagai nana di naksud dal am Pasal 25 huruf e adal ah
jalan lingkungan priner dan jalan |okal prinmer yang tidak termsuk
j al an kabupat en sebagai mrana di mnaksud dal am Pasal 28 huruf b di
dal am kawasan perdesaan, dan nerupakan jalan unum yang
menghubungkan kawasan dan/ at au ant ar per nuki man di dal am desa.

Bagi an Kel i ma
Kel as Jal an

Pasal 31

(1) Kelas jalan dikelonmpokkan berdasarkan penggunaan jalan dan
kel ancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi
penyedi aan prasarana jal an.

(2) Penbagian Kkelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan
kel ancaran lalu lintas dan jalan sebagai mana di maksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jal an.

(3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana
j al an di kel onpokkan atas jalan bebas hanbatan, jalan raya,
j al an sedang, dan jal an kecil

Pasal 32

(1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagai mana di naksud
dal am Pasal 31 ayat (3) neliputi pengendalian jalan nmasuk
per si npangan sebi dang, jum ah dan |ebar |ajur, Kketersedi aan
medi an, serta pagar.

(2) Spesifikasi jalan bebas hanbatan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 31 ayat (3) neliputi pengendalian jalan nasuk secara
penuh, tidak ada persinpangan sebidang, dilengkapi pagar
ruang mlik jalan, dilengkapi dengan nedian, paling sediKkit
menpunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan |ebar |ajur paling



(3)

(4)

(5)

(6)

sedikit 3,5 (tiga koma |lima) neter.

Spesi fikasi jalan raya sebagai mana di naksud dal am Pasal 31
ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara mnenerus
dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan
di | engkapi dengan nedi an, paling sedikit 2 (dua) |ajur setiap
arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma |ina) neter
Spesi fi kasi jalan sedang sebagai mana di maksud dal am Pasal 31
ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang
dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling
sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan |ebar jalur
paling sedikit 7 (tujuh) neter.

Spesi fi kasi jalan kecil sebagai mana di maksud dal am Pasal 31
ayat (3) adalah jalan wumum untuk nelayani lalu lintas
setenpat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah
dengan |l ebar jalur paling sedikit 55 (lima koma |ima) neter.
Ketentuan |ebih |anjut nmengenai pedoman kelas jalan
berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagai mana
di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB | I1
BAG AN- BAG AN JALAN
DAN PEVMANFAATAN BAG AN- BAG AN JALAN

Bagi an Kesatu
Bagi an- Bagi an Jal an

Pasal 33

Bagi an- bagi an jalan neliputi ruang manfaat jalan, ruang mlik
j al an, dan ruang pengawasan j al an

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 1
Ruang Manfaat Jal an

Pasal 34

Ruang manfaat jalan neliputi badan jalan, saluran tepi jalan,
dan anbang pengamannya.

Ruang nmanfaat jalan sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
mer upakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh |ebar,
tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan ol eh
penyel enggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedonman
yang ditetapkan ol eh Menteri.

Ruang manfaat jal an sebagai mana di maksud pada ayat (1) hanya
di perunt ukkan bagi nedi an, perkerasan jalan, jalur pem sah

bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, Ilereng, anbang
pengaman, tinbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan
j al an, dan bangunan pel engkap | ai nnya.

Tr ot oar sebagai mana di maksud pada ayat (3) hanya
di perunt ukkan bagi lalu lintas pejalan kaki .

Pasal 35

Badan jal an hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas



dan angkutan jal an

(2) Dalam rangka nenunjang pelayanan lalu |intas dan angkutan
jalan serta pengamanan konstruksi jal an sebagai mana di maksud
pada ayat (1) badan jal an dil engkapi dengan ruang bebas.

(3) Ruang bebas sebagai nana di naksud pada ayat (2) dibatasi ol eh
| ebar, tinggi, dan kedal aman tertentu.

(4) Lebar ruang bebas sebagai nana di maksud pada ayat (3) sesuai
dengan | ebar badan j al an

(5) Tinggi dan kedal aman ruang bebas sebagai mana di maksud pada
ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan
yang bersangkut an berdasar kan pedonman yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri .

(6) Tinggi ruang bebas sebagai mana di maksud pada ayat (3) bagi
jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lim) neter.

(7) Kedal aman ruang bebas sebagai nana di naksud pada ayat (3) bagi
jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu kona
[ima) neter dari pernukaan jal an.

Pasal 36

(1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penanmpungan dan
penyal uran air agar badan jal an bebas dari pengaruh air.

(2) Wkuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan | ebar
per mukaan j al an dan keadaan |i ngkungan.

(3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang nudah
di pel i hara secara rutin.

(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang
di t et apkan ol eh penyel enggara jal an, saluran tepi jalan dapat
di perunt ukkan sebagai sal uran |ingkungan.

(5) Dinensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagai mana
di mmksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan
ber dasar kan pedoman yang dit et apkan dal am Peraturan Menteri

Pasal 37

Anbang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi
bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jal an dan batas
ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengananan
konstruksi jal an.

Pasal 38
Setiap orang dil arang nemanf aat kan ruang nmanfaat jal an sebagai mana
di maksud dal am Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan
Pasal 37 yang nengaki bat kan terganggunya fungsi jal an.

Par agraf 2
Ruang M 1ik Jal an

Pasal 39
(1) Ruang mlik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan

sejalur tanah tertentu di |uar ruang nmanfaat jal an.
(2) Ruang mlik jalan sebagaimana dinmaksud pada ayat (1)



mer upakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh |ebar,
kedal aman, dan tinggi tertentu.

(3) Ruang mlik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jal an,
pel ebaran jalan, dan penanbahan jalur lalu lintas di nasa
akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan j al an.

(4) Sejalur tanah tertentu sebagai mana di naksud pada ayat (1)
dapat di manfaat kan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai | ansekap j al an

(5) Ketentuan |ebih lanjut nengenai penggunaan ruang di atas
dan/atau di bawah ruang mlik jalan diatur dalam Peraturan

Menteri .
Pasal 40
(1) Ruang mlik jalan paling sedikit nmemliki |ebar sebaga
beri kut :
a. j al an bebas hanbatan 30 (tiga pul uh) neter
b. jalan raya 25 (dua puluh linma) neter;
C. j al an sedang 15 (linma belas) neter; dan
d. jalan kecil 11 (sebel as) neter.

(2) Ruang mlik jalan diberi tanda batas ruang mlik jalan yang
di t et apkan ol eh penyel enggara j al an.

(3) Ketentuan lebih Ilanjut nengenai lebar ruang mlik jalan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang
mlik jalan sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri .

Pasal 41

Apabi | a terjadi gangguan dan hanbat an terhadap fungsi ruang
mlik jalan, penyel enggara jalan wajib segera nenganbil
ti ndakan untuk kepentingan pengguna j al an.

Pasal 42

Bi dang tanah ruang mlik jal an sebagai mana di maksud dal am
Pasal 40 di kuasai ol eh penyel enggara jal an dengan suatu hak
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang dil arang nenggunakan dan nenanf aat kan ruang
mlik jalan sebagai mana di maksud dal am Pasal 39 dan Pasal 40
yang nengaki bat kan t er ganggunya fungsi j al an.

Par agraf 3
Ruang Pengawasan Jal an

Pasal 44

(1) Ruang pengawasan jal an nmerupakan ruang tertentu di |uar ruang
mlik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan
penyel enggara j al an.

(2) Ruang pengawasan jalan sebagai mana di naksud pada ayat (1)



di perunt ukkan bagi pandangan bebas pengenudi dan penganmanan
konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jal an.

(3) Ruang pengawasan jalan sebagai nana di naksud pada ayat (1)
mer upakan ruang sepanjang jalan di luar ruang mlik jalan
yang di batasi ol eh | ebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal ruang mlik jalan tidak cukup luas, |ebar ruang
pengawasan jalan sebagai mana di meksud pada ayat (1)
di tentukan dari tepi badan jalan paling sedi kit dengan ukuran
sebagai beri kut:

jalan arteri prinmer 15 (lima belas) neter;

j al an kol ektor priner 10 (sepul uh) neter;

jalan | okal prinmer 7 (tujuh) neter;

al an lingkungan priner 5 (lim) neter;

alan arteri sekunder 15 (lima bel as) neter;

al an kol ekt or sekunder 5 (lim) neter;

al an | okal sekunder 3 (tiga) neter;

al an |ingkungan sekunder 2 (dua) neter; dan

enbat an 100 (seratus) neter ke arah hilir dan hul u.

TFemmraenoe

Pasal 45

(1) Setiap orang dilarang nenggunakan ruang pengawasan | al an
sebagai mana di naksud dalam Pasal 44 yang nengaki batkan
t erganggunya fungsi j al an.

(2) Ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi Jal an Khusus.

(3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jal an,
penyel enggara jalan yang bersangkutan bersama instans
terkait berwenang nengeluarkan |arangan terhadap kegiatan
tertentu yang dapat nengganggu pandangan bebas pengenudi dan
konstruksi jalan, dan/atau berwenang nel akukan perbuatan
tertentu untuk menjam n peruntukan ruang pengawasan j al an.

Bagi an Kedua
Pemanf aat an Bagi an- Bagi an Jal an

Pasal 46

Pemanf aat an bagi an- bagi an jal an neliputi bangunan utilitas,
penanaman pohon, dan prasarana noda transportasi |ain

Paragraf 1
Bangunan Utilitas

Pasal 47

(1) Pada tenpat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang mlik
j al an dapat di manfaat kan unt uk penenpat an bangunan utilitas.
(2) Bangunan utilitas sebagai mana di maksud pada ayat (1) pada
jaringan jalan di dal am kota dapat ditenpatkan di dal am ruang
manf aat jal an dengan ket ent uan:
a. yang berada di atas tanah ditenpatkan di luar jarak
tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar
sehingga tidak neninbul kan hanbatan sanping bagi



penakai jalan; atau

b. yang berada di bawah tanah ditenpatkan di luar jarak
tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar
sehi ngga ti dak nengganggu keamanan konstruksi jal an.

(3) Bangunan utilitas sebagai mana di maksud pada ayat (1) pada
jaringan jalan di luar kota, dapat ditenpatkan di dal amruang
mlik jalan pada sisi terluar.

(4) Jarak tertentu sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b ditentukan ol eh penyel enggara jal an yang ber sangkut an
ber dasar kan ket entuan yang ditetapkan ol eh Menteri.

(5) Penenpatan, penbuatan, dan penasangan bangunan utilitas
sebagai mana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
di rencanakan dan di kerjakan sesuai dengan persyaratan teknis
j al an yang ditetapkan ol eh Menteri .

(6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan
bangunan utilitas sebagai nana di maksud pada ayat (5) harus
di setuj ui ol eh penyel enggara jal an sesuai kewenangannya.

Pasal 48

Ket ent uan | ebi h | anj ut nmengenai per syar at an penmasangan,
penbangunan, perbai kan, penggantian baru, pen ndahan, dan rel okasi
bangunan wutilitas yang terletak di dalam pada, sepanjang,
nelintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan
di atur dal am Peraturan Menteri .

Pasal 49

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang mlik jalan
bersil angan, berpotongan, berhinpit, nelintas, atau di bawah
bangunan utilitas naka persyaratan teknis dan pengaturan
pel aksanaannya, ditetapkan bersama ol eh penyel enggara jalan dan
pem | i k bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan nengut anakan
kepenti ngan unum

Par agraf 2
Penananan Pohon

Pasal 50

(1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam
di luar ruang manfaat jal an.

(2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dal am kota dapat ditanam
di batas ruang nanfaat jalan, nedian, atau di jalur pem sah.

(3) Penanaman pohon sebagai mana di naksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditentukan berdasarkan pedonman yang ditetapkan Menteri.

Par agraf 3
Prasarana Mbda Transportasi Lain

Pasal 51

Dalam hal ruang mlik jalan digunakan untuk prasarana noda
transport asi I ain, maka persyaratan teknis dan pengaturan



pel aksanaannya ditetapkan bersama ol eh penyel enggara jalan dan
instansi yang nenyel enggarakan urusan penerintahan di bidang
prasarana noda transportasi yang bersangkutan dengan nengut anakan
kepenti ngan unum

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB |V
| ZI N, REKOVENDASI, DAN DI SPENSAS

Pasal 52

Pemanf aat aan ruang manf aat j al an sel ain per unt ukan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan
Pasal 37, serta pemanfaatan ruang mlik jalan selain
perunt ukan sebagai mana di maksud dalam Pasal 39 wajib
menper ol eh i zin.

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) neliputi bangunan yang
di tenpatkan di atas, pada, dan di bawah pernukaan tanah di
ruang manfaat jalan dan di ruang mlik jalan dengan syarat:

a. ti dak nmengganggu kel ancaran dan kesel amatan pengguna
jalan serta tidak nenbahayakan konstruksi jal an;

b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

C. sesuai dengan pedonman yang ditetapkan oleh Menteri dan
pedonman yang di t et apkan ol eh nment eri yang
nmenyel enggarakan wurusan di bidang lalu lintas dan

angkut an j al an.
| zin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) paling sedikit neruat hal-
hal sebagai berikut:

a. ganbar teknis, jenis, dan di nensi bangunan
b. j angka wakt u;
C. kewaj i ban nenelihara dan nenjaga bangunan untuk

kesel amatan umum dan nenanggung risiko yang terjadi
aki bat pemasangan bangunan;

d. penunj ukan | okasi dan persyaratan teknis penanfaatan
ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan ol eh Menteri;

e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan
di perl ukan untuk penyel enggaraan jalan, penegang izin
yang bersangkutan wajib nengenbalikan ruang nanfaat
jalan dan ruang mlik jalan seperti keadaan senul a,
atas beban bi aya penegang izin yang bersangkut an; dan

f. apabi | a penegang izin tidak nengenbal i kan keadaan ruang
manfaat jalan dan ruang mlik jalan sebagai mana
di mmksud pada huruf ¢, penyelenggara jalan dapat
nmengenbal i kan  keadaan  seperti semula atas biaya
penegang i zin.

| zin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan

sebagai mana di maksud pada ayat (1) di t et apkan ol eh

penyel enggara j al an sesuai kewenangannya.

| zin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan

sebagai mana di naksud pada ayat (1) untuk Daerah Khusus 1bu

Kota Jakarta ditetapkan ol eh gubernur.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 53

| zi n pemanfaatan ruang pengawasan jal an sebagai nana di maksud
dal am Pasal 44 dan Pasal 45 dikeluarkan oleh instansi
peneri ntah daerah sesuai dengan kewenangannya nmasi ng- nmasi ng
set el ah nendapat rekonendasi dari penyel enggara jal an sesuai
kewenangannya.

Rekonmendasi penyel enggara jalan kepada instansi penerintah
daerah sebagai nana di maksud pada ayat (1) dapat nenuat
| arangan terhadap Kkegiatan tertentu yang dapat nengganggu
pandangan bebas pengenudi dan konstruksi jalan atau perintah
nmel akukan perbuatan tertentu guna nenjam n peruntukan ruang
pengawasan j al an.

Pasal 54

Penggunaan ruang manfaat jalan yang nenerlukan perlakuan
khusus terhadap konstruksi jalan dan jenbatan harus nendapat
di spensasi dari penyel enggara jal an sesuai kewenangannya.
Semua aki bat yang ditinbul kan dal am rangka perl akuan khusus
terhadap konstruksi jalan dan jenbatan sebagai nana di naksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penohon di spensasi .
Per bai kan terhadap kerusakan jalan dan jenbatan sebaga
aki bat penggunaan ruang nanfaat jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penohon di spensasi .

Pasal 55

lzin sebagai mana di maksud dalam Pasal 52, rekonendasi
sebagai mana di maksud dal am Pasal 53, dan di spensasi
sebagai mana di maksud dalam Pasal 54 pada jalan nasional,
kecuali jalan tol, dapat dilinpahkan kepada gubernur sesuai
dengan perat uran perundang- undangan.

Penberian izin, rekonendasi, dan dispensasi oleh gubernur
sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) pada jalan nasional,
kecuali jalan tol, wajib dilaporkan kepada Menteri .

Penberian izin pemanfaatan ruang mlik jalan dan ruang
manf aat jal an sebagai mana di maksud dal am Pasal 52, penberian
rekonendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 53, dan penberian di spensasi penggunaan
ruang manfaat jal an sebagai mana di maksud dal am Pasal 54 unt uk
lintas wlayah kabupaten/kota dapat dikoordinasikan ol eh
guber nur.

Penberian izin pemanfaatan ruang mlik jalan dan ruang
manf aat jal an sebagai mana di maksud dal am Pasal 52, penberian
rekonendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 53, dan penberian di spensasi penggunaan
ruang manfaat jal an sebagai mana di maksud dal am Pasal 54 unt uk
lintas wilayah provinsi dapat di koordi nasi kan ol eh Menteri .

Pasal 56

Ketentuan |ebih [lanjut nengenai izin penmanfaatan ruang
manfaat jalan dan ruang mlik jalan sebagai mana di maksud



(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(1)

dal am Pasal 52, penberian rekonendasi penggunaan ruang
pengawasan jal an sebagai mana di naksud dal am Pasal 53, dan
penberi an di spensasi penggunaan jalan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 54 di atur dal am Peraturan Menteri.

Pengawasan terhadap pel aksanaan penasangan, penbuat an,
penenpat an bangunan atau benda, dan penanaman pohon dal am
rangka penmanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang mlik jalan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 52, serta penggunaan ruang
pengawasan jalan sebagaimana di naksud dalam Pasal 53
di | aksanakan ol eh penyel enggara jal an sesuai kewenangannya.

BAB V
VEVEENANG

Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 57

Wewenang penyel enggaraan jalan ada pada Penerintah dan
Pereri nt ah Daer ah.

Wewenang penyel enggaraan jalan oleh Penerintah sebagai nana
di maksud pada ayat (1) neliputi penyel enggaraan jal an secara
umum dan penyel enggar aan j al an nasi onal .

Wewenang penyel enggaraan jalan oleh penerintah daerah
sebagai mana di maksud pada ayat (1) neliputi penyel enggaraan
jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Penyel enggaraan jal an secara unum sebagai mana di maksud pada
ayat (2) neliputi pengaturan, penbinaan, penbangunan, dan
pengawasan secara nakro sesuai dengan kebijakan nasi onal .
Penyel enggaraan jal an secara unum sebagai mana di maksud pada
ayat (4) neliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan
kabupaten, jalan kota, dan jal an desa.

Pasal 58

Penyel enggaraan jalan umum oleh Penerintah sebagai mana
di maksud dal am Pasal 57ayat (2) dil aksanakan ol eh Menteri.
Penyel enggaraan jalan provinsi ol eh penerintah daerah
sebagai mana di maksud dal am Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan
ol eh gubernur atau pejabat yang ditunj uk.

Penyel enggaraan jal an kabupaten/kota dan jalan desa oleh
peneri ntah daerah sebagai mana di naksud dal am Pasal 57 ayat
(3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang
di t unj uk.

Bagi an Kedua
Pel i npahan Wewenang dan Penugasan

Pasal 59
Sebagi an wewenang Peneri nt ah dal am penbangunan j al an nasi onal

yang nmeliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta pengoperasi an dan peneli haraan dapat dil aksanakan ol eh



(2)

(3)

(4)

peneri ntah provinsi.

Per encanaan tekni s sebagai mana di naksud pada ayat (1) dapat
di I i npahkan kepada gubernur sebagai wakil penerintah di
daer ah dal am rangka dekonsentrasi .

Pel aksanaan konstruksi serta pengoperasian dan peneliharaan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ol eh
peneri ntah daerah nel al ui tugas penbant uan.

Pel aksanaan wewenang dal am rangka dekonsentrasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (2) dan tugas penbantuan sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
per at uran per undang- undangan.

Bagi an Ketiga
Penet apan Si stem Jaringan Jal an, Fungsi Jal an,
Status Jal an, dan Kel as Jal an

Paragraf 1
Penet apan Si stem Jaringan Jal an

Pasal 60

Sistemjaringan jalan sebagai sistemjaringan jalan priner

di t et apkan dengan keputusan Menteri dengan nenper hati kan

pendapat nenteri yang nmenyel enggarakan urusan penerintahan di
bi dang transportasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Par agraf 2
Penet apan Fungsi Jal an

Pasal 61

Penet apan ruas-ruas jalan nenurut fungsinya untuk jalan
arteri dan jalan kolektor yang nenghubungkan antar ibukota
provinsi dalam sistem jaringan jalan prinmer dilakukan secara
ber kal a dengan keputusan Menteri .

Penet apan ruas-ruas jal an sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | akukan set el ah nmendengar pendapat nment eri yang
nmenyel enggar akan urusan penerintahan di bidang lalu lintas
dan angkutan jal an sesuai dengan tingkat perkenbangan w | ayah
yang tel ah di capai .

Penet apan ruas-ruas jalan nenurut fungsinya dalam sistem
jaringan jal an sekunder, jalan kol ektor dal am sistemjaringan
jalan priner selain di maksud pada ayat (1), jalan |okal dalam
sistem jaringan jalan prinmer, serta Jalan I i ngkungan dal am
sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkal a dengan
Keput usan Quber nur.

Penet apan ruas-ruas jal an sebagai mana di maksud pada ayat (3)
di | akukan berdasar kan usul bupati/walikota yang bersangkutan
dengan nenperhati kan keputusan Menteri sebagai mana di naksud
pada ayat (1), keputusan Menteri sebagai mana di maksud dal am
Pasal 60 dan berdasarkan pedoman vyang ditetapkan oleh
Menteri .

Par agraf 3



Penet apan Status Jal an
Pasal 62

(1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional
di | akukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan
menper hati kan fungsi jalan yang tel ah ditetapkan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 61 ayat (1).

(2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi
di | akukan dengan Keputusan Guber nur yang bersangkutan, dengan
menper hati kan keputusan Menteri sebagai nana di maksud pada
ayat (1) dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 61 ayat (2).

(3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten
di | akukan dengan keputusan bupati yang ber sangkut an.

(4) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota
di | akukan dengan keputusan wal i kota yang ber sangkut an.

(5) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa
di | akukan dengan keputusan bupati yang ber sangkut an.

(6) Penetapan ruas-ruas jalan nmenurut statusnya sebagai mana
di maksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
di | akukan secara berkala dan dengan nenperhati kan pedonan
yang ditetapkan ol eh Menteri .

Par agraf 4
Penet apan Kel as Jal an
Ber dasar kan Spesi fi kasi Penyedi aan Prasarana Jal an

Pasal 63

Penet apan kel as j al an berdasarkan spesifi kasi penyedi aan
prasarana j al an sebagai mana di maksud dal am Pasal 32 ayat
(1), dan lebar ruang mlik jalan sebagai nana di maksud dal am
Pasal 40 ayat (1) dil akukan ol eh penyel enggara jal an sesua
dengan status jal an masi ng- masi ng berdasarkan pedoman yang
di t et apkan ol eh Menteri.

Bagi an Keenpat
Per ubahan Fungsi Jal an,
Status Jal an, dan Kel as Jal an

Pasal 64
(1) Fungsi jalan suatu ruas jal an dapat berubah apabil a:

a. ber peran penting dal am pel ayanan terhadap w | ayah yang
| ebi h luas dari pada wi | ayah sebel umya;

b. semaki n di but uhkan masyar akat dal am rangka pengenbangan
si stem transportasi;

C. | ebi h banyak nel ayani nasyarakat dal am w | ayah wewenang
penyel enggara jal an yang baru; dan/atau

d. ol eh sebab-sebab tertentu nenjadi berkurang peranannya,

dan/atau nelayani wlayah vyang Iebih senmpit dari
wi | ayah sebel ummya.
(2) Perubahan fungsi jalan sebagai mana di naksud pada ayat (1)



(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

dapat diusul kan ol eh penyel enggara jalan sebelumya kepada
penyel enggara jal an yang akan neneri na.

Dal am hal wusul an perubahan fungsi jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (2) disetujui, naka penyelenggara jalan yang
nmenyet uj ui nya mnengusul kan penetapan perubahan fungsi jalan
kepada pejabat yang berwenang sebagai mana di maksud dal am
Pasal 61.

Pasal 65

Status jalan suatu ruas jal an dapat berubah setel ah perubahan
fungsi jalan ditetapkan.

Perubahan status jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dapat diusul kan ol eh penyel enggara jalan sebelumya kepada
penyel enggara jal an yang akan neneri na.

Dal am hal wusul an perubahan status jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (2) disetujui, naka penyelenggara jalan yang
nmenyet uj ui nya nmenet apkan status jal an tersebut.

Penyel enggara jal an sebelumya tetap bertanggung jawab atas
penyel enggaraan jalan tersebut sebelum status jalan
di t et apkan.

Pasal 66

Per ubahan kel as jal an berdasarkan spesifi kasi prasarana jal an
sebagai mana di maksud dal am Pasal 32 ayat (1) dil akukan ol eh
penyel enggara j al an sesuai kewenangannya ber dasar kan

pedonman yang ditetapkan ol eh Menteri .

BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN

Bagi an Pert ama
Umum

Pasal 67

Penyel enggaraan jal an neliputi kegi atan pengat ur an,
penbi naan, penbangunan, dan pengawasan.

Bagi an Kedua
Pengat ur an

Paragraf 1
Per unmusan Kebi j akan Per encanaan

Pasal 68

Perumusan kebi j akan perencanaan jal an di dasar kan pada
Prinsi p-prinsip kemanfaatan, keamanan dan kesel amat an,
keserasi an, kesel arasan dan kesei nbangan, keadil an,
transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan
keber hasi | gunaan, serta kebersanmaan dan kem traan.



Pasal 69

Kebi j akan perencanaan sebagai mana di maksud dalam Pasal 68
di runmuskan dengan nenperti nbangkan:

a.
b.

AT e o

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

koor di nasi ant ar pel aku penbangunan;

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik
ant ar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi penerintah,
maupun antara pusat dan daer ah;

ket erkai tan dan konsi stensi antara perencanaan, penganggaran,
pel aksanaan, dan pengawasan;

parti si pasi masyar akat secara optinal termasuk  dal am
penbi ayaan penyel enggaraan j al an;

penggunaan sunber daya secara berdaya guna dan berhasil guna,
ber keadi | an, dan ber kel anj ut an;

si stem transportasi nasional;

peran duni a usaha dal am penyel enggaraan prasarana dan sarana
| al an;

kondi si ekonom nasi onal

kebi j akan penbangunan nasi onal ;

kesatuan w | ayah Negara Kesatuan Republik I ndonesi a;

kondi si sunber daya, ekonom , sosial, budaya, alam dan
| i ngkungan daer ah; dan

tata kepenerintahan yang bai k (good gover nance).

Par agraf 2
Penyusunan Per encanaan Umum

Pasal 70

Penyusunan perencanaan unmum jaringan jalan nenghasilkan
rencana umum jaringan jalan yang nengganbarkan wuj ud jaringan
j al an sebagai satu kesatuan sistemjaringan.

Rencana unum jaringan jalan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) adal ah kumpul an rencana ruas-ruas jalan beserta besaran
pencapai an sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk
j angka waktu tertentu.

Rencana unum jaringan jalan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) meliputi rencana unum jangka panjang dan rencana unmum
j angka nenengah.

Pasal 71

Rencana unmum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka
panjang jaringan jalan nasional, rencana unmum jangka panjang
jaringan jalan provinsi, dan rencana umum jangka panjang
jaringan jal an kabupaten/kota

Rencana unum j angka nenengah terdiri dari rencana umum j angka
menengah jaringan jalan nasional, rencana unmum jangka
menengah jaringan jalan provinsi, dan rencana umum | angka
menengah jari ngan jal an kabupat en/ kot a.

Pasal 72

Rencana unmum jangka panjang jaringan jalan nasional disusun



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

ber dasar kan pada rencana penbangunan nasi onal jangka panjang,
rencana tata ruang wlayah nasional, dan rencana unum
jaringan transportasi jalan serta berdasarkan pedoman yang
di t et apkan ol eh Menteri.

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional
sebagai nana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi disusun
ber dasarkan pada rencana pembangunan provinsi jangka panj ang,
rencana tata ruang w layah provinsi, rencana umum jaringan
transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan
provinsi, rencana unmum jangka panjang jaringan jal an nasi onal
dan berdasar kan pedoman yang ditetapkan ol eh Menteri.

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi
sebagai mana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keput usan Guber nur.

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota
di susun berdasar kan rencana penbangunan kabupat en/ kota j angka
panj ang, rencana tata ruang w | ayah kabupaten/kota, rencana
umum j aringan transportasi jalan, rencana umum jangka panj ang
jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan
pedoman yang ditetapkan ol eh Menteri .

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota
sebagai mana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
keput usan bupati/wal i kot a.

Pasal 73

Rencana unum j angka panjang sebagai mana di maksud dal am Pasa
72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disusun dengan
menper hati kan masukan dari masyarakat nelalui konsultasi
publ i k.

Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua
pul uh) tahun.

Eval uasi rencana unmum jangka panjang dilakukan paling |ama
setiap 5 (lim) tahun.

Pasal 74

Rencana unum j angka nenengah jaringan jalan nasional disusun
dengan nenperhati kan rencana unum jangka panjang sebagai mana
di maksud dal am Pasal 72 ayat (1).

Rencana umum jangka nenengah jaringan jalan nasional
sebagai nana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Rencana unum j angka nenengah jaringan jalan provinsi disusun
dengan nenperhati kan rencana unmum jangka nenengah jaringan
jalan nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dan
rencana unum jangka panjang jaringan jalan provinsi
sebagai mana di maksud dal am Pasal 72 ayat (3), serta pedonan
yang ditetapkan ol eh Menteri.

Rencana umum jangka nenengah jaringan jalan provinsi
sebagai mana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keput usan Guber nur.

Rencana umum jangka nenengah jaringan jalan kabupaten/kota
di susun dengan nenper hati kan rencana j angka nenengah jari ngan



j al an nasi onal sebagai mana di meksud pada ayat (1), rencana
umum jangka menengah jaringan jalan provinsi sebagai mana
di mmksud pada ayat (3), dan rencana unum jangka panjang
jaringan jalan kabupaten/kota sebagai mana dimaksud dal am
Pasal 72 ayat (5), serta pedonman yang ditetapkan oleh
Menteri .

(6) Rencana umum jangka nenengah jaringan jalan kabupaten/kota
sebagai mana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
keput usan bupati/wal i kot a.

Pasal 75

(1) Rencana umum j angka nenengah di susun untuk periode 5 (linma)
t ahun.

(2) Evaluasi rencana unum j angka nenengah dil akukan paling |ama 3
(tiga) tahun.

Par agraf 3
Pengendal i an Penyel enggaraan Jal an Secara Makro

Pasal 76

Pengendal i an penyel enggaraan jalan secara nakro ol eh Penerintah
mel i puti:

a. pengendal i an pel aksanaan penyel enggar aan j al an ol eh
peneri nt ah daerah; dan
b. pengendal i an peraturan pel aksanaan yang terkait dengan

penyel enggaraan jal an di daerah.

Bagi an Ketiga
Penbi naan

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

(1) Penbinaan jalan umum neliputi penbinaan jalan secara unmum
jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan
desa, serta jalan kota.

(2) Penbinaan jalan secara unum sebagai mana di maksud pada ayat

(1) neliputi:

a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan
pedoman penyel enggaraan j al an;

b. pengenbangan  sistem  bi nbi ngan, penyul uhan, serta
pendi di kan dan pel ati han di bidang jal an; dan

C. pengkajian serta penelitian dan pengenbangan teknol ogi

bi dang jal an dan yang terkait.
(3) Penbinaan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan
jalan desa, serta jalan kota neliputi:

a. penberi an bi nbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan dan
pel ati han para aparatur penyel enggara jalan dan
pemangku kepentingan di bi dang jal an;

b. pengkajian serta penelitian dan pengenbangan teknol ogi



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

bi dang jal an dan yang terkait;

C. penberian fasilitas penyel esaian sengketa antarw | ayah
dal am penyel enggaraan j al an; dan
d. penberi an I zin, r ekonendasi , dan di spensasi,

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang mlik jalan, dan
ruang pengawasan j al an.

Par agraf 2
Penyusunan dan Penet apan Nor na,
Standar, Kriteria, dan Pedoman

Pasal 78

Ment eri menyusun dan mnenet apkan norma, standar, kriteria, dan
pedoman penyel enggaraan j al an.

Norma, standar, kriteria, dan pedoman penyel enggaraan jal an
sebagai mana  di maksud pada ayat (1) di susun dengan
menper hat i kan masukan dari nasyar akat .

Par agraf 3
Pel ayanan dan Penber dayaan
Sunber Daya Manusi a

Pasal 79
Pel ayanan dalam rangka penyel enggaraan jalan neliputi
kegi at an:
a. pel ayanan kepada masyar akat; dan
b. penberi an fasilitas penyel esai an sengket a
ant ar provi nsi / kabupat en/ kot a, at au provi nsi /

kabupat en/ kot a dengan pi hak | ai n.
Pel ayanan kepada nasyarakat sebagai mana di maksud pada ayat
(1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyedi aan

data dan informasi, penerinaan nmasukan, pelayanan kajian,
pel ayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengenbangan,
penberian izin, rekonmendasi, dispensasi, dan pertinbangan

pemanf aat an bagi an- bagi an j al an.

Penberian fasilitas penyel esai an sengketa antarprovinsi, atau
provi nsi dengan pihak |ain, sebagai mana di maksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan ol eh Menteri .

Penberian fasilitas penyel esaian sengketa antarkabupaten/
kota, atau kabupaten/kota dengan pihak lain dalam satu
provinsi, sebagai mana dimaksud pada ayat (1)  huruf b
di | akukan ol eh gubernur.

Penyel esai an sengketa sebagai mana di naksud pada ayat (3) dan
ayat (4) wajib nmenperhati kan keterpaduan sistem jaringan
j al an, keberdayagunaan, dan keberhasil gunaan penyel enggar aan
j al an serta keberpi hakan pada kepentingan unum

Pasal 80
Penber dayaan dal am rangka penyel enggaraan jalan neliputi

kegi atan penberian bi nbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan
dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pemangku kepenti ngan.

Penberian  bi nmbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan dan
pel ati han sebagai mana di maksud pada ayat (1) nencakup aspek
per encanaan, penrogranan, perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, pengoperasian dan peneliharaan, tata |aksana,
serta pengendal i an dan pengawasan.
Penberian  bi nmbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan dan

pel at i han sebagai mana di naksud pada ayat (1) dil akukan secara
ber kal a dan/ at au sesuai dengan kebut uhan

Penberian  bi nbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan dan
pel at i han sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat dil akukan
bekerj a sama dengan pi hak | ain.

Pengenbangan si stem bi nbi ngan, penyul uhan, serta pendidi kan
dan pel ati han di bidang jal an sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dil akukan ol eh Menteri

Pasal 81

Penber dayaan sebagai mana di naksud dalam Pasal 80 untuk
aparatur penyel enggara jalan secara nasional dilakukan ol eh
Menteri .

Penber dayaan sebagai mana di naksud dalam Pasal 80 untuk
apar at ur penyel enggara jalan provinsi di  akukan ol eh
guber nur.

Penber dayaan sebagai mana di naksud dalam Pasal 80 untuk
aparatur penyel enggara jalan kabupaten/kota dan jalan desa
di | akukan ol eh bupati/wal i kot a.

Par agraf 4
Penel i ti an dan Pengenbangan Jal an

Pasal 82

Pengkaj i an, penelitian, dan pengenbangan di bidang jalan
di | akukan dengan maksud untuk neni ngkat kan keandal an j al an,
mengenbangkan potensi sunber daya al am neni ngkat kan kinerja
penyel enggaraan jalan, dan nenberi nilai tanbah dalam
penyel enggar aan j al an.

Pengkajian, penelitian, dan pengenbangan di bidang jalan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara berkal a
at au sewakt u-waktu dan ber kel anj ut an

Pengkaj i an, penelitian, dan pengenbangan di bidang jalan
sebagai mana  di maksud pada ayat (1) mencakup  aspek
per encanaan, penrogranan, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, pengoperasian dan peneliharaan, teknol ogi bahan
dan alat, tata | aksana, serta pengawasan dan pengendal i an
Kegi at an pel aksanaan pengkajian, penelitian, dan pengenbangan
di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di | aksanakan ol eh penyel enggara jal an dan dapat bekerja sama
dengan penangku kepentingan penyel enggaraan jalan, termasuk
perguruan tinggi dan para pi hak yang nenpunyai hubungan, bai k
| angsung maupun tidak | angsung dengan penyel enggaraan j al an.
Produk pengkajian, penelitian, dan pengenbangan di bi dang
j al an sebagai mana di maksud pada ayat (1) waj i b



(6)

di sosi al i sasi kan dan di gunakan sebagai bahan penbuat an norng,
standar, pedonan, nanual, serta sebagai bahan masukan dal am
penbuat an keput usan penyel enggaraan j al an.

Ketentuan |ebih |anjut nengenai penyel enggaraan pengkaji an

penelitian, dan pengenbangan di bidang jalan sebagai mana
di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagi an Keenpat
Penmbangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

Penbangunan jal an neliputi kegi at an:

PoOoTY

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

penr ogr aman dan penganggar an;

per encanaan teknis;

pengadaan t anah;

pel aksanaan konstruksi; dan
pengoper asi an dan penel i haraan j al an.

Par agraf 2
Penr ogr aman dan Penganggar an

Pasal 84

Penr ograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan
rencana kegi atan penanganan ruas jalan yang nenjadi tanggung
j awab penyel enggara j al an sesuai kewenangannya.

Penr ograman penanganan jaringan jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) nencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang
akan di capai serta perkiraan biaya yang di perl ukan.

Program  penanganan j aringan j al an mel i puti progr am
penel i haraan jal an, program peningkatan jalan, dan program
konstruksi jal an baru.

Program penanganan jaringan jalan sebagai mana di mnaksud pada
ayat (1) disusun ol eh penyel enggara jalan yang bersangkutan
dengan nengacu pada rencana jangka nenengah jaringan jalan
dengan nenperhati kan pedonman yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 85

Penganggaran dalam rangka pel aksanaan program penanganan
jaringan jalan nmerupakan kegi atan pengal okasian dana yang
di perl ukan unt uk newuj udkan sasaran program

Dal am hal penerintah daerah bel um manpu nenbi ayai penbangunan
jalan yang nenjadi tanggung |awabnya secara Kkesel uruhan,
Penerintah dapat nenbantu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan |ebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
penberian bantuan penbi ayaan kepada penerintah daerah
sebagai mana di maksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan



Menteri .

Par agraf 3
Per encanaan Tekni s

Pasal 86

(1) Perencanaan teknis merupakan Kkegiatan penyusunan dokumnen
rencana teknis vyang berisi ganbaran produk yang ingin
di wuj udkan.

(2) Perencanaan teknis sebagai nana di naksud pada ayat (1) harus
di | akukan secara  opti nal dengan nmenper hat i kan aspek
I i ngkungan hi dup.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dinmaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan tekni s jalan, jenbatan, dan terowongan

(4) Perencanaan teknis jalan sebagai mana di maksud pada ayat (3)
sekur ang- kur angnya nenenuhi ket entuan teknis nmengenai:

a. ruang manfaat jalan, ruang mlik jalan, dan ruang
pengawasan j al an;

b. di mensi j al an;

C. nmuatan sunbu terberat, volune lalu Ilintas, dan
kapasi t as;

d. per syaratan geonetrik jal an

e. konstruksi jal an;

f. konst ruksi bangunan pel engkap;

g. per | engkapan j al an;

h. ruang bebas; dan

i kel estarian |ingkungan hi dup.

(5) Rencana teknis jalan wajib rmenperhitungkan kebutuhan
fasilitas pejal an kaki dan penyandang cacat.

(6) Pedoman rencana teknis jalan sebagai nana di naksud pada ayat
(4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 87

(1) Perencanaan teknis jenbatan sebagai mana di naksud dal am Pasa
86 ayat (3) sekurang-kurangnya nenenuhi ketentuan teknis
beban rencana.

(2) Ruang bebas bawah jenbatan harus nenenuhi Kketentuan ruang
bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang nel ewati nya.

(3) Ketentuan Ilebih |lanjut nengenai beban rencana |enbatan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Ment er i set el ah nmendengar pendapat ment eri yang

nmenyel enggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan

j al an.

Pasal 88

Per encanaan teknis terowongan sebagai mana di maksud dal am Pasal 86
ayat (3) sekur ang- kur angnya menenuhi ket ent uan tekni s
pengoperasi an dan penel i haraan, kesel amat an, serta keadaan
dar ur at .

Pasal 89



(1)

(2)

(3)

—~
N -
~——

(3)
(4)

Dokurmen rencana teknis sebagai mana di naksud dal am Pasal 86
ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui
ol eh penyel enggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang
di t unj uk.

Perencana teknis sebagainmana dinmaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab penuh terhadap dokunmen rencana teknis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang |asa
konst r uksi .

Perencana teknis sebagai nana di maksud pada ayat (1) harus
menenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan
per undang- undangan di bi dang jasa konstruksi .

Par agraf 4
Pengadaan Tanah

Pasal 90

Jal an umum di bangun di atas tanah yang di kuasai ol eh Negar a.
Dal am hal pel aksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas
tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan unmum dil akukan
dengan cara pengadaan tanah.

Pengadaan tanah diperlukan wuntuk konstruksi jalan baru,
pel ebaran jal an, atau perbai kan al i nenen.

Pengadaan tanah sebagai nana di naksud pada ayat (2)
di | aksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5
Pel aksanaan Konst r uksi

Pasal 91

Pel aksanaan konstruksi jalan nerupakan kegiatan fisik penanganan
jaringan jalan untuk menmenuhi kebut uhan transportasi jal an

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

Pasal 92

Pel aksanaan konstruksi jalan dapat dinulai setelah pengadaan
tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian
ruas jal an yang dapat berfungsi.

Pel aksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana
tekni s sebagai mana di maksud dal am Pasal 86, Pasal 87, Pasal
88, dan Pasal 89.

Pel aksanaan konstruksi jalan harus di awasi ol eh penyel enggara
jalan atau penyedi a j asa pengawas.

Pel aksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas
konst r uksi jalan  harus nenenuhi persyaratan keahlian
sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bi dang j asa konstruksi.

Pasal 93

Penyel enggara jalan wajib nenjaga kel ancaran dan kesel anat an
lalu lintas sel ama pel aksanaan konstruksi jal an.



(2) Kewajiban penyel enggara jal an sebagai mana di maksud pada ayat
(1) dilakukan dengan nenperhati kan pendapat instansi yang
nmenyel enggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan
j al an.

Pasal 94

Sel ama berl angsungnya pel aksanaan konstruksi jalan, penyel enggara
jalan wajib nmenjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 95

(1) Dalam hal penbangunan jal an provinsi atau kabupat en/ kota yang
nmel anpaui bat as daerahnya, penyel enggara jalan provinsi atau
kabupat en/ kota tersebut wajib nendapat persetujuan dari
peneri nt ah daerah yang daerahnya dil anpaui .

(2) Persetujuan sebagai mana dinmaksud pada ayat (1) diserta
persyaratan adm nistratif dan persyaratan teknis.

(3) Penerintah atau penerintah provinsi dapat menber i kan
fasilitas dal am penbangunan jal an sebagai mana di maksud pada
ayat (1).
Par agraf 6

Pengoper asi an dan Penel i har aan
Pasal 96

(1) Pengoperasian jal an nerupakan kegi atan penggunaan j al an unt uk
nmel ayani lalu lintas jalan.

(2) Pengoperasian jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1) harus
di | engkapi dengan perlengkapan jalan sebagai mana di naksud
dal am Pasal 22 untuk nmenjam n kesel amat an pengguna j al an.

Pasal 97

(1) Penyelenggara jalan nenpunyai kewajiban dan tanggung |awab
untuk nenelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Peneliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan prioritas tertinggi dari senua jenis penanganan

j al an.
(3) Peneliharaan jalan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
mel i puti penel i haraan rutin, peneliharaan berkala, dan

rehabilitasi.
(4) Peneliharaan jalan sebagaimana dinmaksud pada ayat (1)
di | aksanakan berdasar kan rencana penel i haraan jal an.

Pasal 98
Pel aksanaan peneliharaan jalan harus nenperhati kan kesel amatan
pengguna jal an dengan penenpatan perlengkapan jalan secara jelas
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 99



Pel aksanaan peneliharaan jalan di ruang mlik jalan yang terletak

di

luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak

mengganggu fungsi ruang manfaat jal an.

Pasal 100

Ket entuan tentang peneliharaan jalan sebagai mana di maksud dal am

Pasal

97, Pasal 98, dan Pasal 99 berlaku juga terhadap setiap

kegi atan peneli haraan bangunan utilitas yang nenggunakan ruang
mlik jalan.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 101

Penel i haraan jalan unmum dapat dil aksanakan ol eh orang atau
i nstansi sepanj ang tidak merugi kan kepenti ngan unmum
Penel i haraan jalan unmum sebagai mana di naksud pada ayat (1)
dapat berupa penyedi aan bi aya dan pel aksanaan konstruksi yang
di | akukan oleh orang atau instansi, atau pel aksanaan
konstruksi ol eh penyel enggara jalan atas biaya dari orang
atau i nstansi yang bersangkut an.

Ketentuan | ebih |anjut nengenai tata cara peneliharaan jal an
umum sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri .

Par agraf 7
Lai k Fungsi Jal an

Pasal 102

Jal an umum  di oper asi kan set el ah di t et apkan menenuhi

persyaratan laik fungsi jalan unum secara teknis dan
adm nistratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri dan nenteri terkait.

Ui kelaikan fungsi jalan unum sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum
ber oper asi .

Ui kel ai kan fungsi jalan unum sebagai nana di naksud pada ayat
(1) pada jal an yang sudah beroperasi dil akukan secara berkal a
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan
kebut uhan.

Suatu ruas jalan unum di nyatakan |aik fungsi secara teknis
sebagai mana di mreksud pada ayat (1) apabila nmenmenuh

per syar at an sebagai beri kut:

a. tekni s struktur perkerasan jalan;

b. tekni s struktur bangunan pel engkap j al an;

C. tekni s geonetri jalan;

d. t ekni s pemanf aat an bagi an- bagi an j al an;

e. teknis penyel enggaraan nanajenen dan rekayasa lalu
i ntas; dan

f t ekni s perl engkapan j al an.

Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara
adm nistratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila
menenuhi persyaratan adm ni strasi perlengkapan jal an, status
jalan, kelas jalan, kepemlikan tanah ruang mlik jalan,



(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

| eger jalan, dan dokunen analisa nengenai danpak |ingkungan
( AVDAL) .

Pr osedur pel aksanaan uji kel ai kan  fungsi jalan  unmum
sebagai mana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dil aksanakan
olenh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyel enggara

jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyel enggara
j al an, instansi nenyel enggarakan urusan di bidang lalu lintas
dan angkut an j al an.

Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh
penyel enggara jal an yang ber sangkut an ber dasar kan rekonmendasi
yang di berikan oleh timuji laik fungsi sebagai mana di naksud
pada ayat (6).

Ketentuan |ebih lanjut mnengenai tata cara dan persyaratan
| ai k fungsi jalan sebagai mana di mnaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan |aik fungs

sebagai mana di maksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan
Menteri .

Par agraf 8
Peni | i kan Jal an

Pasal 103

Penyel enggara jalan berwenang nengadakan penilikan jalan
sesuai dengan kewenangannya.

Dal am hal pel aksanaan penilikan sebagai mana di naksud pada
ayat (1), penyelenggara jalan berwenang nengangkat penilik
j al an sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

Ketentuan | ebih | anjut nmengenai kriteria penilik jalan diatur
dal am Peraturan Menteri.

Pasal 105

Peni li k jal an bertugas:

a.

b.

menganmati peranfaat an dan kondi si bagi an-bagi an jal an setiap
hari ;

menyanpai kan | aporan hasil pengamatan secara tertulis kepada
penyel enggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan
dan

menyanpai kan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada
penyel enggara jal an atau i nstansi yang berwenang.

Pasal 106

Ketentuan | ebi h | anjut nengenai tata cara penilikan jalan diatur
dal am Peraturan Menteri.

Bagi an Kel i ma
Pengawasan

Pasal 107



Pengawasan jalan neliputi pengawasan jalan secara umum jalan
nasi onal, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 108

Pengawasan j al an secara unmum sebagai nana di maksud dal am Pasa
107 terhadap jalan nasional, jalan  provinsi, j al an
kabupat en/ kota, dan jal an desa dil aksanakan ol eh Menteri.

Pengawasan jal an secara umum sebagai mana di maksud pada ayat

(1) neliputi:

a. kegi atan eval uasi dan pengkajian pel aksanaan kebijakan
penyel enggar aan j al an;

b. pengendal i an  fungsi dan nmanfaat hasil penbangunan
] al an; dan

C. penenuhan standar pel ayanan m ni mal yang dit et apkan.

Kegi atan eval uasi dan pengkajian pel aksanaan kebijakan
penyel enggaraan jalan sebagai mana di maksud pada ayat (2)
huruf a neliputi:

sistemjaringan jal an;

si st em penr ogr aman;

si st em penganggar an;

st andar konstruksi; dan

. manaj enen penel i haraan dan pengoperasi an j al an.
Pengendal ian fungsi dan nanfaat hasil penbangunan jal an
sebagai mana di naksud pada ayat (2)  huruf b nmerupakan
pengendal i an ruang manfaat jal an agar tetap berfungsi.

©oooT

Pasal 109

Pengawasan j al an nasi onal , j al an pr ovi nsi , j al an
kabupat en/ kota, dan jalan desa sebagai mana di maksud dal am
Pasal 107 dil aksanakan ol eh penyel enggara jal an sesuai dengan
kewenangannya.

Pengawasan j al an nasi onal , j al an pr ovi nsi , j al an
kabupat en/ kota, dan jalan desa sebagai mana di naksud dal am
Pasal 107 neliputi evaluasi kinerja penyel enggaraan jal an,

serta pengendalian fungsi dan nmanfaat hasil penbangunan
j al an.

Eval uasi ki nerja penyel enggaraan jal an sebagai mana di maksud
pada ayat (2) mel i puti eval uasi ki nerja pengaturan,
penbi naan, dan penbangunan.

Pengendal ian fungsi dan nanfaat hasil penbangunan jal an

sebagai mana di naksud pada ayat (2) neliputi pengendalian
jalan masuk, penjagaan ruang nmanfaat jalan agar tetap
berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungs
j al an.

Pasal 110

Penyel enggara jal an waji b nel akukan | angkah-| angkah penanganan
terhadap hasil pengawasan, ternmasuk upaya hukum atas terjadi nya
pel anggar an terhadap penggunaan bagi an-bagi an jal an sel ain

per unt ukannya sebagai mana di maksud dal am Pasal 34, Pasal 35, Pasa



36, dan Pasal 37 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 111

Ketentuan | ebih |anjut nengenai tata cara pengawasan jal an secara
umum jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan
jalan desa sebagai mana di maksud dalam Pasal 107 diatur dalam
Peraturan Menteri .

Bagi an Keenam
St andar Pel ayanan M ni ma

Pasal 112

(1) Pelayanan jalan unum ditentukan dengan kriteria yang
di t uangkan dal am standar pel ayanan mninmal yang terdiri dari
standar pelayanan mnimal jaringan jalan dan standar
pel ayanan m ni mal ruas jal an.

(2) Standar pelayanan m nimal jaringan jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) rmeliputi aksesi bilitas, nobi | i tas, dan
kesel amat an.

(3) Standar pelayanan mnimal ruas jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) neliputi kondisi jalan dan kecepat an.

(4) Standar pelayanan m nimal jaringan jalan sebagai mana di maksud
pada ayat (2) dan standar pelayanan mninmal ruas jalan
sebagai mana di maksud pada ayat (3) diwjudkan dengan
penyedi aan prasarana jal an dan penggunaan jal an yang nenadai .

(5) Standar pelayanan mninmal jaringan jalan dan standar
pel ayanan mnimal ruas jalan sebagai mana di maksud pada ayat
(4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan
fungsi dan manf aat.

Pasal 113
(1) Standar pelayanan mninmal jaringan jalan dan standar

pel ayanan m ni mal ruas jal an sebagai mana di maksud dal am Pasa
112 ayat (4) ditetapkan berdasarkan:

a. Peraturan Menteri untuk jalan nasional;
b. Per at uran Gubernur untuk jalan provinsi; dan
C. Peraturan Gubernur atas usul bupati/walikota, untuk

j al an kabupat en/ kot a dan desa.
(2) Standar pelayanan mnimal yang ditetapkan dalam Peraturan
@Qubernur wuntuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dan
desa sebagai nana di maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
di susun sesuai dengan pedonman yang ditetapkan ol eh Menteri .

BAB VI |
DOKUMVEN JALAN

Pasal 114

Dokurmen jalan neliputi |eger jalan, dokunen aset jalan, ganbar
terl aksana, dan dokumen | ai k fungsi jalan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Pasal 115

Setiap penyel enggara jalan wajib nengadakan | eger jalan yang
mel i puti  penbuatan, penetapan, penantauan, penutakhiran,
penyi npanan dan peneli haraan, penggantian, serta penyanpai an
i nf or masi .

Penbuatan |eger jalan neliputi kegiatan untuk nmewjudkan
| eger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan
sesuai dengan yang ditetapkan

Penetapan |eger jalan neliputi kegiatan pengesahan | eger
jalan yang telah disiapkan ol eh penyel enggara jalan sesuai
kewenangannya.

Pemant auan | eger jalan  meliputi kegi atan  penganat an,
pencat at an, dan pengkaji an dokunen untuk menget ahui perubahan
yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat |eger jalan
sebel ummya.

Penmut akhiran |eger jalan neliputi kegiatan untuk nmengubah
data dan/atau ganbar leger jalan yang telah ada karena
terjadi perubahan.

Penyi npanan dan peneli haraan neliputi kegi atan untuk nenjaga
agar | eger jalan sesuai dengan unur yang ditetapkan.
Penggantian leger jalan neliputi kegiatan untuk nengganti
| eger jalan yang rusak.

Penyanpai an i nf or masi mer upakan kegi at an unt uk
mengi nformasi kan data leger jalan kepada pihak yang
mener | ukan.

Pasal 116

Leger jal an di gunakan unt uk:

a.

(1)

(2)

(3)

penyusunan rencana dan program penbangunan jal an; dan
pendat aan tentang sejarah perkenbangan suatu ruas jal an.

Pasal 117
Leger jal an sekurang- kurangnya nmenuat data sebagai beri kut:
a. data identitas jal an;
b. data jal an;
C. peta | okasi ruas jalan; dan
d. data ruang mlik jalan.
Data identitas jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. nonor dan nama ruas j al an;
b. nama pengenal jal an;
C. titik awal dan akhir serta jurusan jal an
d. sistemjaringan jal an;
e. fungsi jalan;
f. status jal an; dan
g. kel as j al an.
Data jalan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mel i puti data teknis:
a. j al an;
b. | enbat an;
C. t er owongan;



(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

d. bangunan pel engkap | ai nnya;

e. per | engkapan j al an; dan

f. t anah dasar.

Peta |okasi ruas jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
huruf c nmenuat:

titik awal dan akhir ruas jal an;

bat as admi ni strasi;

pat ok kil oneter;

per si mpangan;

| enbat an; dan

: t er owongan.

Data ruang mlik jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
huruf d neliputi:

ToanoTe

a. | uas | ahan;
b. dat a perol ehan hak atas tanabh;
C. ni | ai perol ehan; dan

d. bukti sertifikat hak atas tanah.

Pel aksanaan penbuat an, penetapan, pemantauan, penutakhiran,
penyi npanan dan peneli haraan, penggantian, serta penyanpai an
informasi |eger jalan sebagai mana di maksud dal am Pasal 118,
dan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
nmengi kuti pedoman yang ditetapkan ol eh Menteri

BAB VI 1|
PERAN MASYARAKAT

Pasal 118

Masyar akat dapat ikut berperan dal am pengaturan, penbinaan,
penbangunan, dan pengawasan j al an.

Dal am pengaturan jalan sebagai mana di naksud pada ayat (1)
masyar akat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan
per encanaan dan perencanaan umum

Dal am penbi naan jal an sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
masyar akat dapat berperan dalam pelayanan, penberdayaan,
serta penelitian dan pengenbangan.

Dal am penbangunan jal an sebagai mrana di naksud pada ayat (1)
masyar akat dapat ber per an dal am penyusunan progr am
penganggar an, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta pengoperasi an dan penel i haraan.

Dal am pengawasan jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1)
masyar akat dapat berperan dal am pengawasan fungsi dan manf aat
j al an, serta pengendal i an fungsi dan manf aat.

Pasal 119

Peran masyar akat dal am pengaturan jal an sebagai mana di maksud
dalam Pasal 118 ayat (1), pelayanan dan penberdayaan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 118 ayat (3) dapat berupa
penberi an usul an, saran, atau infornasi.

Per an masyar akat dalam penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 118 ayat (3) dapat berupa
penberi an usul an, saran, informasi, atau nel akukan sendiri.
Peran nmasyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

tekni s sebagai mana di naksud dal am Pasal 118 ayat (4) dapat
berupa penberi an usul an, saran, atau infornasi

Peran nmasyarakat dalam penganggaran sebagai nana di maksud
dal am Pasal 118 ayat (4) dapat berupa penberian usulan,
saran, informasi, atau dana.

Peran nmasyar akat dal am pel aksanaan  konst ruksi, serta
pengoper asi an dan peneliharaan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 118 ayat (4) dapat berupa penberian usulan, saran,
i nformasi, atau nel akukan | angsung.

Per an masyar akat dal am pengawasan dan pengendal i an
sebagai mana di naksud dal am Pasal 118 ayat (5) dapat berupa
penberi an usul an, saran, |aporan atau informnasi.

Pasal 120

Masyar akat ber hak nel aporkan penyi npangan penanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang mlik jalan, dan ruang pengawasan j al an
kepada penyel enggara j al an

Peran masyar akat sebagai mana di maksud dal am Pasal 118, Pasa
119, dan |l aporan nasyarakat sebagai mana di maksud pada ayat
(1) dil aksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ol eh
Menteri .

BAB | X
JALAN KHUSUS
Pasal 121

Jal an khusus nerupakan jalan yang dibangun dan dipelihara
ol eh orang atau instansi untuk nel ayani kepentingan sendiri.
Penyel enggaraan jal an khusus sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dil aksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Menteri .

Pasal 122

Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas
umum sepanjang tidak nerugi kan kepentingan penyel enggara
j al an khusus di bangun sesuai dengan persyaratan jal an umum
Jal an khusus dapat di gunakan untuk lalu |intas unum sepanj ang
tidak merugi kan kepentingan penyelenggara jalan Kkhusus
ber dasar kan persetujuan dari penyel enggara jal an khusus.

Pasal 123

Penyel enggara jalan khusus dapat nenyerahkan jalan khusus

kepada penerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebaga

jalan umum

Penerintah kabupaten/kota dapat nenganbil alih suatu ruas

jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan

perti nmbangan:

a. unt uk kepenti ngan pertahanan dan keanmanan Negar a;

b. untuk kepentingan penbangunan ekonom nasional dan
per kembangan suat u daerah; dan/at au



C. unt uk | ebi h nmeni ngkat kan pel ayanan kepada nasyar akat .
Pasal 124

(1) Jalan khusus yang di serahkan ol eh penyel enggara jal an khusus
kepada penerintah kabupaten/kota sebagai mana di maksud dal am
Pasal 123 ayat (1), dan jalan khusus yang dianbil alih ol eh
peneri ntah kabupaten/kota sebagai mana di maksud dal am Pasal
123 ayat (2) diubah nenjadi jalan umum

(2) Perubahan jalan khusus nenjadi jalan unum karena penyerahan
dari penyel enggara jalan khusus sebagai mana di naksud dal am
Pasal 123 ayat (1) dil akukan berdasar kan peraturan perundang-
undangan atas usul penyel enggara jalan khusus kepada
bupati/wal i kot a.

(3) Bupati/walikota yang nmenyetuj ui usul an perubahan jal an khusus
menjadi jalan unmum sebagai mana di meksud pada ayat (2)
menet apkan ruas jal an khusus nenjadi jalan umum

(4) Perubahan j al an khusus menj adi j al an umum  karena
penganbi | al i han ol eh penerintah kabupaten/kota sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 123 ayat (2) oleh bupati/walikota
di | akukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setel ah
nmendapat persetujuan dari penyel enggara jal an khusus.

(5) Sebelum jalan khusus ditetapkan ol eh bupati/walikota nenjadi
jalan umum penyel enggara jalan Kkhusus tetap bertanggung
j awab at as penyel enggaraan j al an khusus tersebut.

(6) Jalan unmum sebagai nana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4)
di tetapkan statusnya nenjadi jalan kabupaten/kota ol eh
bupati/wal i kot a.

BAB X
KETENTUAN PERAL| HAN

Pasal 125

Dengan berl akunya peraturan penerintah ini, senua peraturan
pel aksanaan Peraturan Penerintah Nonor 26 Tahun 1985 tentang Jal an
(Lenmbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 1985 Nonor 37, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor 3293) dinyatakan masih
tetap berl aku sepanjang tidak bertentangan dan/atau bel um di ganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan penerintah ini.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

(1) Dengan berlakunya peraturan penerintah ini Per at ur an
Penerintah Nonor 26 Tahun 1985 tentang Jal an (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 1985 Nonor 37, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik Indonesia Nonmor 3293) dicabut dan dinyatakan
ti dak berl aku.

(2) Peraturan Penerintah ini nmul ai berl aku pada tanggal
di undangkan.



Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan nenenpatkannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Okt ober 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Okt ober 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 86
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 34 TAHUN 2006

TENTANG
JALAN
UMUM
1. Sebagai salah satu prasarana transportasi dal am

kehi dupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan
pada haki katnya nenyangkut hajat hidup orang banyak
serta nengendal i kan struktur pengenbangan w | ayah pada

tingkat nasional, terutama yang nenyangkut pewj udan
per kembangan antardaerah yang seinbang dan penerataan
hasi | - hasil| penbangunan, serta peningkatan pertahanan

dan keamanan negara, dalam rangka nmewj udkan rencana
penbangunan jangka panjang dan rencana penbangunan
j angka menengah nmenuju rmasyarakat |ndonesia yang adi

dan nmaknur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang

Dasar 1945.
2. Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, negara
berhak nenguasai jalan. Penyediaan jalan wunmum ol eh

negara pada dasarnya dibangun di atas tanah yang
di kuasai oleh negara. Bila dibangun di atas tanah hak
atas orang, dil aksanakan dengan pengadaan tanah. Dengan
hak penguasaan jalan ada pada negara, penerintah
sebagai penegang kekuasaan peneri nt ahan negar a,
menpunyai hak nenyel enggarakan jalan secara unmum
Penyel enggaraan jalan harus nmenjamn tersel enggaranya
peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang



wi | ayah dengan nenperhati kan ket er hubungan ant ar kawasan
atau ket erhubungan dal am kawasan serta dil akukan secara
konsepsi onal dan nenyel ur uh

3. Penyel enggaraan jalan sebagai salah satu bagi an
kegi at an dal am newj udkan prasarana transportasi
nmel i bat kan masyar akat dan penerintah. Sehubungan dengan
hal t er sebut, setiap usaha penyel enggaraan jal an
mener | ukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok
yang dilandasi oleh jiwa pengabdi an dan tanggung |awab
t erhadap bangsa dan negar a.

4. Pengenal an nasal ah pokok jalan menberi petunjuk bahwa
penyel enggaraan jalan yang konsepsional dan nenyel uruh
perlu nelihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem
jaringan jalan yang nengi kat dan nenghubungkan pusat -
pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem
jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan
sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan
pengel onpokan jalan nmenurut fungsi, status, dan kelas
| al an. Pengel onpokan j al an ber dasar kan st at us
menberi kan kewenangan kepada Peneri nt ah unt uk
nmenyel enggar akan jal an yang nenpunyai |ayanan nasi ona
dan penerintah daerah untuk nenyel enggarakan jalan di

wi | ayahnya  sesuali dengan prinsip-prinsip otonom
daer ah.
5. Penegasan tentang hak dan kewajiban penerintah serta

masyar akat nenunj ukkan bahwa wewenang penerintah dal am
penyel enggaraan jal an dapat di | i npahkan dan/ at au
di serahkan kepada instansi-instansi di daerah atau
di ser ahkan kepada badan usaha atau per or angan.
Pel i npahan dan/ atau penyerahan wewenang penyel enggaraan
jalan tersebut tidak nelepas tanggung jawab penerintah
at as penyel enggaraan j al an.

6. Jal an sebagai salah satu prasarana transportasi yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, menpunyai fungsi
sosi al yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut
wewenang penyel anggaraan jalan wajib dil aksanakan
dengan nengut amakan sebesar-besar kepentingan unum

7. Peraturan Penerintah ini dinmaksudkan untuk nengatur
pel aksanaan |ebih |anjut Undang-Undang Nonor 38 Tahun
2004 tentang Jalan dalam nenyel enggarakan jalan yang
meliputi jalan khusus dan jalan unum ternmasuk jalan
t ol kecual i yang telah diatur dal am peraturan
per undang- undangan tersendiri.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as.

Pasal 2
Cukup j el as.

Pasal 3
Cukup j el as.



Pasal

Pasal

Pasal

4

Ayat (1)
Biaya unum perjalanan adalah biaya yang tinbul
sehubungan dengan pel aksanaan perj al anan.
Bi aya umum perjal anan neliputi biaya perjalanan, biaya
penyedi aan prasarana, dan biaya l|ain akibat danpak
adanya perj al anan.
Biaya perjalanan terdiri dari biaya operasi kendaraan
dan nilai waktu.
Bi aya operasi kendaraan nerupakan pengel uaran pengguna
jalan antara |ain untuk nenbiayai bahan bakar, pel unas,
dan keausan.

Ayat (2)
Kesei nbangan antarw | ayah dalam tingkat pertunbuhan
nya, bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya.
Yang terjadi justru adanya sistem sosial yang cenderung
untuk nengarah kepada neni ngkatnya ketidak seinbangan
antarwi | ayah dalam hal ti ngkat per kembangan nya.
W ayah dengan tingkat kenudahan yang tinggi akan |ebih
cepat berkenbang dan akan |ebih nenarik manusia untuk
dat ang dan nel akukan kegi at an usaha.
Sebal i knya, wilayah dengan tingkat kenudahan yang
rendah, kurang nenarik bagi manusia untuk nelakukan
kegi atan wusaha, bahkan cenderung untuk ditinggal kan
Keadaan tersebut apabila dibiarkan tanpa ditangani akan
ber aki bat terjadinya peningkatan kesenj angan dan
ket i daksei mbangan ant arw | ayah.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Pel ayanan jasa distribusi terdiri dari pelayanan jasa
per dagangan dan pel ayanan jasa angkutan sebagai bagi an
yang tak dapat di pi sahkan. Sebagai sal ah satu prasarana
di dalam sistem transportasi, perlu diusahakan agar
jalan dapat nelayani dengan |ancar arus barang yang
bermula dari |okasi sunber alam dan nenerus sanpai
konsunmen akhir. Gangguan atau Kketidakl ancaran arus
barang pada sal ah satu ruas jal an, akan berakibat pula
gangguan pada jasa distribusi. Odeh karena itu, dalam
penyel enggaraan jalan, perlu kiranya jalan dipandang
sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan. Dalam
sistem jaringan jalan tersebut fungsi jalan secara
berjenjang terdiri dari jalan arteri, jalan kol ektor,
jalan |okal, dan jalan I|ingkungan, baik dalam sistem
jaringan jalan antarkota atau sistem jaringan jalan
primer nmaupun dalam sistem jaringan jalan perkotaan
atau sistemjaringan jalan sekunder.

5
Cukup j el as.
6

Ayat

(1)



Pasal

Pasal

Sistem jaringan jalan prinmer nerupakan sistem jaringan
jalan yang nmenghubungkan antarkawasan perkotaan, yang
di atur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan
yang di hubungkannya.
Untuk nelayani lalu lintas nmenerus nmaka ruas-ruas jalan
dalam sistem jaringan jalan priner tidak terputus
wal aupun nemasuki kawasan per kot aan
Sistem jaringan jalan sekunder nmerupakan  sistem
jaringan jalan yang nenghubungkan antarkawasan di dal am
per kotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan
fungsi kawasan yang di hubungkannya.

Ayat (2)
Cukup j el as.

7

Rencana tata ruang neliputi seluruh rencana tata ruang
nasi onal, provinsi, kabupaten/kota.

Bagi pusat-pusat kegi atan berlaku satu hierarki, yaitu Pusat
Kegi at an Nasi onal (PKN), Pusat Kegiatan Wl ayah (PKW, Pusat
Kegi at an Lokal (PKL), Pusat Kegi atan Lingkungan (PKLing) dan
set erusnya sanpai ke persil

Yang di maksud dengan "PKN', "PKW, dan "PKL" adal ah kawasan-
kawasan perkotaan yang nmasing-masing nenpunyai jangkauan
pel ayanan berskal a nasi onal, w | ayah, dan | okal.

Makin tinggi hierarki suatu pusat Kkegiatan nengganbarkan
maki n besar fungsi dan manfaat ruang pusat Kkegi atannya.
Penyusunan sistem jaringan jalan prinmer dinmksudkan untuk
mendukung |ayanan angkutan nasional yang terintegrasi
menerus, dan nmenpunyai hierarki sehingga dapat di wj udkan
sistem transportasi nasional vyang sinergis, terpadu, dan
efi sien.

8

Kawasan yang nenpunyai fungsi priner adal ah kawasan per kot aan
yang nenpunyai fungsi pel ayanan, bai k untuk kawasan per kot aan
maupun untuk wi | ayah di | uarnya.

Kawasan yang nenpunyai fungsi sekunder adalah kawasan
per kot aan yang nenpunyai fungsi pel ayanan hanya dal am wi | ayah
kawasan per kot aan yang ber sangkut an.

Kawasan fungsi sekunder kesatu adal ah kawasan perkotaan yang
menpunyai fungsi pel ayanan seluruh w | ayah kawasan per kot aan
yang ber sangkut an.

Kawasan fungsi sekunder kedua adal ah kawasan perkotaan yang
menpunyai  fungsi  pel ayanan yang nerupakan bagian dari
pel ayanan kawasan fungsi sekunder kesat u.

Kawasan fungsi sekunder ketiga adal ah kawasan perkotaan yang
menpunyai  fungsi  pel ayanan yang nerupakan bagian dari
pel ayanan kawasan fungsi sekunder kedua.

Persi|l adal ah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk
keper |l uan perumahan atau kegi atan | ai nnya.

Kawasan yang nmenpunyai fungsi prinmer dan kawasan yang
menpunyai fungsi sekunder harus tersusun secara teratur dan
tidak terbaurkan. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu,
serta fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu



hubungan hi erar ki .

Pasal 9
Cukup j el as.
Pasal 10
Ayat (1)
Berdaya guna di maksudkan bahwa jalan yang digunakan
mener | ukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan
dengan waktu tenmpuh tercepat, faktor hanbatan sanping
keci |, dan kondisi jal an bai k.
Yang di naksud hanbatan sanpi ng adal ah segal a gangguan
lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki,
pedagang kaki |ima, parkir.
Ayat (2
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Yang di maksud dengan "perumahan" adal ah kel onmpok rumah
yang berfungsi sebagai |ingkungan tenpat tinggal atau
I i ngkungan huni an yang dil engkapi dengan prasarana dan
sarana | i ngkungan.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Pasal 12
Ayat (1)

Yang di maksud dengan "persyaratan teknis jalan" adal ah
ketentuan teknis untuk menjam n agar jalan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 10 dan Pasal 11 dapat berfungsi
secara optinmal dalam nelayani lalu |lintas dan angkutan
j al an.

Yang di maksud dengan "kecepatan rencana" (design speed)
adal ah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila
berjal an tanpa gangguan dan anan.

Yang di naksud dengan "kapasitas jalan" adalah junah
maksi mum kendaraan yang dapat nelewati suatu penanpang
tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan
jalan, dan lalu lintas tertentu.

Yang dimaksud dengan "jalan masuk” adalah fasilitas
akses lalu lintas untuk nemasuki suatu ruas jal an.

Yang dimaksud dengan "tidak terputus"” adalah jalan
harus tetap nenerus untuk nenjaga agar kepentingan
lintas ekonom tingkat nasional dan regional tidak
di rugi kan dengan menper t ahankan  fungsi pel ayanan



Pasal

Ayat

13
Ayat

Ayat

Ayat

ant ar per kot aan dan ant ar desa.

Yang di maksud dengan "persinpangan sebidang” adal ah
pertemuan dua ruas jalan atau |ebih dalam satu bidang
antara lain sinpang tiga dan sinpang enpat.

(2)

Cukup j el as.

(1)

Jal an dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam
pul uh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain
dengan persyaratan-persyaratan geonetrik yang diper
hi tungkan terhadap kecepatan mninmum 60 (enam pul uh)
kil oneter per jam sehingga kendaraan bernotor dapat
menggunakan kecepatan 60 (enam pul uh) kil ometer per jam
dengan anman

Persyaratan kecepatan rencana dianbil angka paling
rendah dengan naksud untuk nenberikan kebebasan bagi
perencana jal an dal am nenet apkan kecepatan rencana yang

pal i ng tepat, disesuai kan dengan kondi si |ingkungannya.
(2)
Volume lalu Ilintas adalah jumah kendaraan yang

nmel ewati suatu penanpang tertentu pada suatu ruas jal an
tertentu dal am satuan waktu tertentu

Volume lalu lintas rata-rata adalah jum ah kendaraan
rata-rata di hitung nenurut satu satuan waktu tertentu;
(3)

Lalu lintas jarak jauh adalah lalu lintas antarw | ayah.
Yang di maksud terganggu pada ayat ini adalah apabila
terjadi penurunan kecepatan lalu lintas jarak jauh yang

di aki bat kan ol eh adanya lalu lintas lokal, lalu lintas
ul ang-al i k, dan kegi atan | okal .
Penbebasan lalu lintas jarak jauh dari gangguan lalu

lintas |okal dan ulang-alik, secara prinsip dilakukan
dengan nenghi | angkan penbauran dengan jal an penegasan

fungsi jalan dan manajenmen lalu lintas antara lain

ber upa:

a. pengur angan/ penbat asan hubungan |angsung ke jal an
arteri priner;

b. penyedi aan j al ur | anbat;

C. penyedi aan | enbat an penyeberangan; dan/ atau

d. pengur angan/ penbat asan perunt ukan parKkir.

Lalu lintas wulang-alik adalah lalu lintas yang

di ti nbul kan pengguna jalan yang berdom sili di

pi nggi ran perkotaan dan pusat-pusat penukiman di | uar

perkotaan yang nenpunyai ket ergantungan  kehi dupan

sehari-hari di perkotaan

Lalu lintas lokal adalah lalu lintas yang ditinbul kan
ol en pengguna jalan yang nenpunyai asal dan tujuan
| okal (setenpat);

Kegi atan | okal adalah senua aktivitas masyarakat di
tepi jalan yang dapat neni nbul kan gangguan lalu |intas
ant ar a | ai n kegi at an per dagangan, per kant or an,
pendi di kan, sosial.



Ayat (4)

Cukup j el as.
Ayat (5)
Pengaturan tertentu dapat berupa pengaturan dengan
petugas, marka, ranbu lalu lintas termasuk di dal amya
[anpu lalu |intas.
Ayat (6)
Hal ini untuk menjaga agar kepentingan |intas ekonomi
ti ngkat nasional tidak dirugi kan dengan nenpertahankan
fungsi pel ayanan ant ar per kot aan.
Pasal 14
Cukup j el as.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Hal ini untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonom
tingkat |okal tidak dirugikan, dengan nenpertahankan
fungsi pel ayanan ant ardesa.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Kebut uhan | ebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga
koma lima) neter ini nmengandung nmaksud agar |ebar jalur
lalu lintas dapat nencapai 3 (tiga) nmneter. Dengan
dem ki an, pada keadaan darurat dapat dilewati nobil dan
kendar aan khusus | ai nnya.
Pasal 17
Cukup j el as.
Pasal 18
Cukup j el as.
Pasal 19
Cukup j el as.
Pasal 20
Cukup j el as.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang di naksud dengan "bangunan pel engkap” antara |ain
j enbatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas
bawah, tenpat parkir, gorong-gorong, tenbok penahan,
dan saluran tepi jalan di bangun sesuai dengan

per syarat an teknis.
Ayat (2)



Pasal

Pasal

22
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat
Ayat

23
Ayat

Ayat

Yang di maksud sesuai dengan  "fungsi jalan yang
bersangkutan” adalah agar lalu lintas (volume dan
kecepat an) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan

(1)
Cukup j el as.
(2 . |
Yang di maksud dengan "perl engkapan jal an yang berkaitan
| angsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan atau
alat yang dinmaksudkan untuk kesel amatan, keananan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kenudahan
bagi pengguna jal an dal am berlalu |intas.
Cont oh perlengkapan jalan tersebut antara lain ranbu-
ranbu (termasuk nonmor rute jalan), marka jalan, alat
penberi | syar at lalu |intas, | anpu j al an, al at
pengendal i dan alat pengananan pengguna jalan, serta
fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan
jalan yang berada di jalan dan di luar jalan sepert
tenpat parkir dan halte bus.
Yang di maksud dengan "perl engkapan jal an yang berkaitan
tidak |angsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan
yang di maksudkan untuk kesel amatan penggunan jal an, dan
pengamanan aset jal an, dan informasi pengguna jal an.
Cont oh perl engkapan jalan tersebut antara |ain patok-
pat ok pengarah, pagar pengaman, patok kiloneter, patok
hekt ometer, patok ruang mlik jalan, batas seksi, pagar
jalan, fasilitas yang menpunyai fungsi sebagai sarana
untuk keperluan nenberi kan perlengkapan dan pengamanan
jalan, dan tenpat istirahat.
(3)
Perl engkapan jalan yang berkaitan |angsung dengan
pengguna jalan yang wajib neliputi:
aturan perintah dan |arangan vyang dinyatakan
dengan APILL (Al at Penberi Isyarat Lalu Lintas),
rambu, dan marka;

b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan
ranbu dan tanda-tanda | ain; dan/atau

C. fasilitas pejalan Kkaki di jalan yang telah
di t ent ukan.

(4)

Cukup j el as.

(5)

Cukup j el as.

(1) . . —

Yang dimaksud dengan “"diatur” neliputi pengadaan

penenpat an, pemasangan, perbai kan, penggantian baru,
dan pem ndahan perlengkapan jalan yang berkaitan
| angsung dengan pengguna j al an.

(2)

Yang di naksud dengan "dil| aksanakan” neliputi pengadaan,
penenpat an, dan penasangan.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

Yang di maksud dengan  "ber pedonan” termasuk juga
ber koordi nasi dengan instansi yang menyel enggar akan
urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesua
dengan kewenangannya.

(3)

Yang di naksud dengan "dil| aksanakan” neliputi pengadaan,

pemasangan, perbai kan, penggantian baru, pem ndahan,
dan penel i haraan.

24
Cukup j el as.
25
Cukup j el as.
26
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor
primer yang nenghubungkan antaribukota provinsi maka
hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan
nasi onal .
Huruf c
Cukup j el as.
Huruf d
Jalan strategis nasional adalah jalan yang nelayani
kepentingan nasional dan internasional atas dasar
kriteria strategis, yaitu nmenmpunyai peranan unt uk
menbi na kesatuan dan keutuhan nasional, nelayani daerah
rawan, nerupakan bagian dari jalan lintas regional atau
lintas internasional, nmnelayani kepentingan perbatasan
ant arnegara, nelayani aset penting negara serta dal am
rangka pertahanan dan keamanan.
27
Huruf a
Apabila terdapat 2 (dua) atau Ilebih jalan kol ektor
primer yang nenghubungkan ibukota provinsi dengan
I bukota kabupaten/kota, hanya satu yang ditetapkan
statusnya sebagai jal an provinsi.
Huruf b
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kol ektor
primer yang nenghubungkan antar ibukota kabupaten/kota,
hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan
provi nsi .
Huruf c
Jal an strategis pr ovi nsi adal ah j al an yang
di prioritaskan untuk nel ayani kepentingan provinsi
ber dasar kan perti mbangan unt uk menbangki t kan
per t umbuhan ekonom , kesej aht er aan, dan keamanan
provi nsi .
Huruf d

Jalan di Daerah Khusus |bukota Jakarta hanya terdir



atas jalan provinsi dan jal an nasional .

Pasal 28
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Cukup j el as.
Huruf c
Cukup j el as.
Huruf d
Jal an strategi s kabupaten adal ah jalan yang diprioritas
kan untuk nelayani kepentingan kabupaten berdasarkan
perti nbangan untuk nenbangkitkan pertunbuhan ekonom,
kesej aht eraan, dan keanmanan kabupat en
Pasal 29
Cukup j el as.
Pasal 30
Cukup j el as.
Pasal 31
Ayat (1)
Pengel onpokan kel as j al an di maksudkan unt uk
st andar di sasi penyedi aan prasarana jal an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Jal an bebas hanbatan adalah jalan umum untuk lalu
lintas nmenerus dengan pengendalian jalan nmasuk secara
penuh dan tanpa adanya persinpangan sebidang serta
di | engkapi dengan pagar ruang mlik jal an.
Pengendal i an j al an masuk secara penuh adal ah
pengendal ian jal an masuk  yang menenuhi st andar
geonetrik j al an dengan menperti nbangkan kai dah
kecepat an rencana, perlanbatan, percepatan, dan konflik
[alu |intas.
Ayat (3)
Pengendalian jalan rmasuk secara terbatas adal ah
pengendalian jalan nmasuk yang karena sebab-sebab
tertentu tidak dapat nenenuhi aturan secara penuh. Akan
tetapi, sejauh rmungkin diupayakan nenenuhi standar
geonetrik j al an dengan menperti nbangkan kai dah
kecepat an rencana, perlanbatan, percepatan, dan konflik
[alu lintas.
Ayat (4)

Ayat

Cukup j el as.
(5)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup j el as.
Ayat (6)
Cukup j el as.

33
Bagi an- bagi an j al an dapat di ganbarkan sebagai beri kut:
Lanpiran Lihat fisik

34
Cukup j el as.
35
Ayat (1)
Badan jalan neliputi jalur lalu lintas, dengan atau
tanpa jal ur pem sah, dan bahu jal an
Pel ayanan lalu lintas dan angkutan jalan adal ah
penggunaan badan jalan untuk nelayani kecepatan
lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara
penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan
dal am keadaan darurat agar tidak nengganggu arus
lintas yang nel ewati perkerasan jal an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Ti nggi dan kedal anan ruang bebas di ukur dari pernmukaan
jalur lalu lintas tertinggi.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Ayat (6)
Cukup j el as.
Ayat (7)
Cukup j el as.
36
Ayat (1)
Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk nenanmpung
dan nenyal urkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat
j al an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Apabi | a pada saluran tepi jalan ada penutup harus nudah
di buka dan mudah di peli har a.
Ayat (4)
Dal am hal tertentu m sal nya di dal am daerah perkotaan,
penyedi aan ruang untuk penenpatan saluran |ingkungan
t er bat as dan unt uk ef i si ensi pengadaan sal uran

I i ngkungan tersebut, naka dengan syarat-syarat teknis

tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi
sebagai sal uran |ingkungan.
Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan

Menteri antara lain neliputi peri zi nan, ketentuan



Ayat

Pasal 37

tekni s, dan penbebanan bi aya.

(5
Cukup j el as.

Cukup j el as.

Pasal 38

Yang di maksud dengan "terganggunya fungsi jalan" adal ah
ber kurangnya kapasitas jal an dan kecepatan lalu lintas antara
| ai n menunpuk barang/ benda/ material di bahu jal an, berjual an

di

badan jalan, parkir, dan berhenti wuntuk keperluan lain

sel ai n kendar aan dal am keadaan dar ur at .

Pasal 39
Ayat

Ayat
Ayat
Ayat

Ayat

Pasal 40
Ayat

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4) o
Penggunaan ruang terbuka pada ruang mlik jalan untuk
ruang t er buka hi j au di mungki nkan sel ama bel um
di manf aat kan unt uk keperl uan ruang nmanfaat jal an

(5)

Cukup j el as.

(1)

Huruf a
Lebar 30 (tiga puluh) neter terdiri dari nedian 3
(tiga) neter, lebar lajur 3,5 (tiga koma I|inmg)

nmeter, bahu jalan 2 (dua) neter, saluran tep
jalan 2 (dua) neter, anbang pengaman 2,5 (dua konma
lima) meter, dan nmarginal strip 0,5 (nol koma

[ima) neter.

Huruf b
Lebar 25 (dua puluh linma) neter terdiri dari
median 2 (dua) neter, lebar lajur 3,5 (tiga koma

lima) meter, bahu jalan 2 (dua) neter, saluran
tepi jalan 1,5 (satu koma lima) neter, dan anbang
pengaman 1 (satu) neter, marginal strip 0,25 (nol
koma dua puluh lim) neter

Huruf c
Lebar 15 (lima belas) neter terdiri dari |ebar
jalur 7 (tujuh) neter, bahu jalan 2 (dua) neter,
saluran tepi jalan 1,5 satu koma |ina) neter, dan
anbang pengaman 0,5 (nol koma |ima) neter.

Huruf d
Lebar 11 (sebelas) neter terdiri dari |ebar jalur
55 (lima koma lim) neter, bahu jalan 2 (dua)
neter, saluran tepi jalan 0,75 (nol Kkoma tujuh
pul uh lima) meter.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (2)

Cukup j el as.
Ayat (3)

Cukup j el as.

41

Yang di naksud dengan "tindakan untuk kepentingan pengguna
jalan" adalah suatu penanganan secara |angsung untuk
nmeni adakan gangguan dan hanbatan yang wajib dilakukan ol eh
penyel enggara jalan supaya jalan berfungsi sebagai nana
mestinya.

Selain itu penyel enggara jal an dapat nel aporkan gangguan dan
hanbat an t ersebut kepada i nstansi yang berwenang dal am rangka
penegakan hukum

Gangguan dan hanbatan fungsi ruang mlik jalan antara |ain:

aki bat kejadian al am seperti |ongsoran, pohon tunbang,
kebakar an; dan/atau

b. aki bat kegiatan manusi a seperti pendirian bangunan
antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan
tiang.

42

Cukup j el as.

43

Cukup j el as.

44

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Pandangan bebas pengenudi adal ah istilah yang di gunakan
dalam kaitan dengan hanbatan terhadap keamanan
pengenudi kendaraan, msalnya pada sisi dalam dari
ti kungan tajam pandangan bebas terganggu karena
tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk
nmel i hat ke sanpi ng tidak cukup bebas, asap yang nenutup
pandangan, dan/atau pernukaan yang nenyi | aukan.
Penganmanan konst r uksi j al an adal ah penbat asan
penggunaan | ahan sedeni ki an rupa unt uk ti dak
menbahayakan konstruksi jalan msalnya air yang dapat
nmeresap masuk ke bawah jal an atau kesei nbangan berat di
| ereng galian/tinmbunan, erosi yang diakibatkan oleh
kegi atan rmanusia, dan/atau akar pohon yang merusak
pondasi / per ker asan j al an.
Pengamanan fungsi jal an di mnaksudkan untuk mnengendal i kan
akses dan penggunaan |ahan sekitar jalan sehingga
hanbat an sanpi ng ti dak meni ngkat .

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

45



Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Yang dinmaksud dengan "kegiatan tertentu yang dapat
mengganggu pandangan bebas pengenudi” adal ah kegi atan
orang secara tetap atau tidak tetap antara lain
mendi ri kan bangunan yang nenghal angi pandangan dan/ at au
menyi | aukan pengenudi .
Perbuatan tertentu antara |ain pengendalian penggunaan
ruang pengawasan jal an, penberian peringatan, perintah

penbongkar an, penghentian kegiatan tertentu, at au
penghi | angan benda-benda yang nengganggu pandangan
pengenudi
Pasal 46
Cukup j el as.
Pasal 47
Ayat (1)
Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini neliputi
antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air mnum
m nyak, dan sanitasi.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Ayat (6)
Cukup j el as.
Pasal 48
Cukup Jel as.
Pasal 49
Cukup j el as.
Pasal 50
Cukup j el as.
Pasal 51

Yang termasuk "prasarana noda transportasi lain" antara lain
jalan rel atau jal an kabel .

Pasal 52
Ayat (1)
lzin pemanfaatan ruang mlik jalan dapat diberikan
sepanj ang tidak nengganggu fungsi jalan antara lain
unt uk:
a. pemasangan papan ikl an, hiasan, gapura, dan benda-



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

benda sejenis yang bersifat senentara;

b. penbuat an bangunan- bangunan sement ara unt uk
kepentingan umum yang nudah dibongkar setel ah
fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor
senment ara | apangan

C. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan,
kei ndahan  at aupun ket eduhan I i ngkungan  yang
ber kai tan dengan kepenti ngan unmun dan

d. penenpat an bangunan dan instalasi utilitas seperti

tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabe
listrik, pipa air mnum pipa gas, pipa |linbah dan
| ai nnya yang bersifat nelayani kepentingan umum

Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi peneri ntah daerah”
adal ah I nst ansi penber i i zin penggunaan ruang
pengawasan j al an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
54
Ayat (1)
Per | akuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jenbatan
berupa penyesuaian struktur dan geonetrik jalan dan
jenmbatan untuk rmanmpu nendukung kebutuhan penggunaan
ruang nmanfaat | al an, seperti per kuatan | enbat an,
per kuat an/ per bai kan perkerasan, penyesuai an geonetrik
j al an, penyesuai an ruang bebas, penentuan |okasi, dan
penyi apan tenpat istirahat.
Kebut uhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut
berupa nmuatan dan kendaraan dengan dinensi, nuatan
sunbu terberat, dan beban total nelebihi standar
seperti trafo, alat/instalasi pabrik.
D spensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu
yang di setujui.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
55
Cukup j el as.
56

Cukup j el as.



Pasal 57

Ayat (1)
Yang di maksud dengan "jalan" tidak termasuk jalan
khusus.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Yang di maksud dengan " pengat ur an, penbi naan,
penbangunan, dan pengawasan secara nakro" neliputi
kebi j akan j aringan j al an, penbent ukan per at ur an
per undang- undangan, st andar pel ayanan, si stem
penr ograman, sistem penganggaran, standar konstruksi,
manaj enen penel i haraan, dan pengoperasi an jal an.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Yang di nmaksud dengan "pejabat yang ditunjuk” adal ah
pej abat yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.
Ayat (3)
Yang di nmaksud dengan "pejabat yang ditunjuk” adal ah
pej abat yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.
Pasal 59
Cukup j el as.
Pasal 60

Si stem jaringan nenunjukkan keterhubungan ruas jalan secara
hierarki, satu kesatuan jaringan yang saling nmenpengaruhi,

bukan hanya sekadar kunmpulan daftar ruas jalan dan
nmengi ndi kasi kan fungsi jalan arteri, kolektor, 1|okal, dan
I i ngkungan, ternmasuk jalan tol.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Penet apan secara berkal a dilakukan paling singkat |ima
t ahun.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Pasal 62
Ayat (1)



Cukup j el as.
Ayat (2)

Cukup j el as.
Ayat (3)

Cukup j el as.
Ayat (4)

Cukup j el as.
Ayat (5)

Cukup j el as.
Ayat (6)

Penet apan secara berkala dilakukan paling singkat 5

(l'ima) tahun.

Pasal 63
Cukup j el as.

Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Cukup j el as.
Huruf c
Cukup j el as.
Huruf d
Sebab-sebab tertentu antara |ain di bangunnya jal an
el ak (bypass) di suatu perkotaan yang nengganti kan
jalan prinmer senula sehingga jalan prinmer senula
yang masuk kota nenjadi berkurang fungsinya dari
fungsi prinmer nenjadi fungsi sekunder
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.

Pasal 65
Cukup j el as.

Pasal 66
Cukup j el as.

Pasal 67
Cukup j el as.

Pasal 68

Yang di naksud dengan "kenmanfaatan" adalah berkenaan dengan
semua kegi atan penyel enggaraan jalan yang dapat nenberikan
nilai tanbah yang sebesar-besarnya, baik bagi penmangku
kepenti ngan ("stakehol ders") nmaupun bagi kepentingan nasi ona
dal am rangka nmewuj udkan kesej aht er aan nasyar akat .

Yang di maksud dengan "keamanan" adal ah ber kenaan dengan semnua
kegi at an penyel enggar aan j al an yang har us menenuhi
per syar at an ket ekni kan jal an, sedangkan kesel amat an ber kenaan
dengan kondi si pernukaan jal an dan kondi si geonetrik jal an.



Yang di maksud dengan "keserasi an" adal ah berkenaan dengan
kehar moni san | i ngkungan sekit arnya.

Yang di naksud dengan "kesel arasan" adal ah berkenaan dengan
ket erpaduan sektor lain, sedangkan Kkesei nbangan adal ah
ber kenaan dengan kesei nbangan antarw | ayah dan pengurangan
kesenj angan sosi al

Yang di maksud dengan "keadilan" adalah berkenaan dengan
penyel enggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus
menberi kan perl akuan yang sanma terhadap senua pi hak dan tidak
mengar ah kepada penberian keuntungan terhadap pihak-pihak
tertentu dengan cara atau al asan apapun.

Yang di maksud dengan "transparansi " adal ah berkenaan dengan
penyel enggaraan jalan yang prosesnya dapat di ket ahu
masyar akat, sedangkan akuntabilitas adal ah berkenaan dengan
hasi| penyel enggaraan jal an yang dapat di pertanggung jawabkan
kepada nmasyar akat .

Yang di maksud dengan "keberdayagunaan” adal ah berkenaan
dengan penyel enggaraan yang harus dil aksanakan berl andaskan
pemanf aat an sunber daya dan ruang yang opti nal
keber hasi | gunaan adal ah berkenaan dengan pencapai an hasil
sesuai dengan sasar an.

Yang di maksud dengan "kebersanman dan Kkemitraan" adal ah
ber kenaan dengan penyel enggaraan jal an yang neli bat kan peran
serta pemangku kepentingan nel al ui suatu hubungan kerja yang
harnoni s, setara, tinbal balik, dan sinergis.

69
Cukup j el as.

70
Cukup j el as.

71
Cukup j el as.

72

Ayat (1)
Yang di maksud dengan "jaringan jalan nasional"” adalah
kunpul an ruas jalan dengan status jalan nasional yang
menbent uk satu sistemjaringan jal an.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Yang di maksud dengan "jaringan jalan provinsi" adal ah
kunpul an ruas jalan dengan status jalan provinsi yang
menbentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu
provi nsi .

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Yang di maksud dengan "jaringan jalan kabupaten/kota"
adal ah  kunpulan ruas jalan dengan status jalan
kabupat en/ kota yang mnenbentuk satu sistem jaringan
jalan di dal am satu kabupat en/ kot a.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

73
Ayat

Ayat

ad eh

Ayat

(6)

Cukup j el as.
(1) , . .
Yang di maksud dengan "konsul t asi publ i k" dapat

di | akukan dengan cara sem nar, diskusi, atau | okakarya
dengan nengi kut sertakan penmangku kepentingan (stake
hol der) .

(2) o . .

Per kenbangan jaringan dipengaruhi factor-faktor yang
tidak pasti sehingga rencana unum jangka panjang yang
j angkauannya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan
per kembangan |l alu lintas yang terj adi.

karena itu, untuk jaringan jalan, jangka waktu 20 (dua
pul uh) tahun dianggap wajar guna nencakup tahapan
| angka panj ang, kecuali ada data yang |ebih pasti untuk
| angkauan yang | ebi h jauh.

(3)

Revi si atau perbai kan dapat dilakukan paling |lama setiap 5

(l'ima) tahun.

74
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk nmenjamn tercapainya
sasaran, baik fisik nmupun fungsional yang telah
di t et apkan dalam jangka waktu 5 (linma) tahun sebagai
sasaran antara tercapai nya sasaran rencana unum jangka
panj ang sebagai mana di naksud dal am Pasal 72 ayat (1).
Ayat (2
Cukup j el as.
Ayat (3)
Jangkauan perencanaan jalan provinsi dalam waktu 5
(l'ima) tahun dinilai cukup nemadai untuk digunakan
sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Jangkauan perencanaan jal an kabupaten/ kota dal am waktu
5 (lima) tahun dinilai cukup nmenmadai untuk digunakan
sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan
Ayat (6)
Cukup j el as.
75
Cukup j el as.
76

Pengendal i an di mnaksudkan agar pel aksanaan penyel enggar aan
jalan ol eh penerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan
standar dan kebijakan Penerintah berdasarkan peraturan
per undang- undangan.

77



Pasal

Ayat
Ayat

Ayat

78
Ayat

Ayat

(1)

Cukup j el as.

(2)

Huruf a
Cukup j el as.

Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Pengenbangan teknol ogi bi dang jalan diarahkan
dengan prinsip teknologi terapan, tepat guna,
sesuai dengan kondisi setenpat, dan nenggunakan
sebesar-besarnya bahan dasar setenpat, dengan
tanpa neninggal kan kriteria berdaya guna dan
ber hasi| guna.

(3)

Huruf a
Cukup j el as.

Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Penberi an fasilitas penyel esai an sengket a
di | aksanakan oleh Penmerintah atau penerintah
daerah secara berjenjang.

Huruf d
Pel aksanaan penberian izin, r ekonendasi , dan
di spensasi, pemanfaatan ruang nmanfaat jalan, ruang
mlik jalan, dan ruang pengawasan jal an dil akukan
sesuai dengan Kketentuan sebagai mana diatur dalam
Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasa
54.

(n

Yang di maksud dengan "norma" adalah aturan atau

ket ent uan yang mengi kat dal am nmel aksanakan

penyel enggar aan j al an.

Yang dimaksud dengan “"standar" adal ah spesifikasi

t ekni s sebagai acuan dal am penyel enggaraan jal an

Yang dinmaksud dengan "kriteria" adalah ukuran yang
menj adi dasar penilaian atau penetapan sesuatu hasil
atau proses dalam tahapan penyel enggaraan jal an.
Ter masuk pengertian kriteria m sal nya ker at aan
per mukaan jal an yang di nyatakan dengan jum ah perubahan
verti kal pernmukaan jalan untuk setiap satuan panjang
jalan (mmkm IR - |International Roughness Index),
besaran paraneter geonetrik jalan antara |ain kecepatan
rencana, tanjakan, tikungan, dan kem ringan nelintang.
Yang di maksud dengan "pedoman” adalah acuan dal am
penyel enggaraan jalan yang bersifat unum yang harus
di jabarkan lebih lanjut dan dapat disesuai kan dengan
kondi si dan karakteristik daerah setenpat.

(2)

Masyar akat dapat nengusul kan judul, materi, atau konsep
norma, standar, kriteria, dan pedoman. Rancangan norna,



Pasal 79
Ayat

Ayat

Ayat
Ayat
Ayat

Pasal 80

standar, kriteria, dan pedoman dibahas oleh tim yang

anggotanya terdiri dari I nst ansi Penerintah dan
peneri nt ah daerah terkait, serta para penmangku
kepentingan antara lain perguruan tinggi, asosiasi

profesi, narasunber, kontraktor, konsultan, produsen di
bi dang j al an.

(1)

Pel ayanan kepada nmasyarakat termasuk sosialisasi dan
i nf ormasi .

(2 | . o |

Yang di maksud dengan "informasi" antara |ain infornasi

mengenai kondisi jalan, waktu tenpuh, kelas jalan,

status, fungsi, program penanganan, dan rencana umum
jaringan yang terbuka untuk sel uruh nmasyarakat .

Cukup j el as.

(4)
Cukup j el as.

(5
Cukup j el as.

Cukup j el as.

Pasal 81

Cukup j el as.

Pasal 82

Cukup j el as.

Pasal 83

Cukup j el as.

Pasal 84
Ayat

Ayat
Ayat

(1)

Penanganan jaringan jalan termasuk penanganan bangunan
pel engkap jalan antara lain jenbatan, terowongan,
gor ong- gorong, dan bangunan pengaman

(2)

Cukup j el as.

(3 . S . .
Penel i har aan j al an mel i puti penel i har aan rutin

penel i haraan berkal a, dan rehabilitasi.

Penel i haraan rutin jalan nerupakan Kkegiatan nerawat
serta menperbai ki kerusakan- kerusakan yang terjadi pada
ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jal an
dengan kondi si pel ayanan mantap adal ah ruas-ruas jal an
dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta
mengi kuti suatu standar tertentu.

Penel i har aan ber kal a j al an mer upakan kegi at an
penanganan t er hadap setiap ker usakan yang
di per hitungkan dalam desain agar penurunan kondi si



Pasal

Pasal

Ayat

85
Ayat

Ayat

Ayat

86
Ayat

Ayat

Ayat

j al an dapat di kenbal i kan pada kondi si kemant apan sesua
dengan rencana.

Rehabi | i t asi j al an mer upakan kegi at an penanganan
terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan
dal am desai n, yang beraki bat menurunnya  kondi si

kemant apan pada bagi an/tenpat tertentu dari suatu ruas
jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan
kondi si kemantapan tersebut dapat dikenbalikan pada
kondi si kemant apan sesuai dengan rencana.

Peni ngkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan
peni ngkat an kapasit as.

Peni ngkatan struktur nerupakan kegiatan penanganan
untuk dapat neningkatkan kemanpuan ruas-ruas |al an
dal am kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas
jalan tersebut nmenpunyai kondi si pel ayanan mant ap
sesuai dengan unur rencana yang ditetapkan

Peni ngkat an kapasitas nerupakan penanganan jal an dengan
pel ebaran perkerasan, bai k nmenanbah maupun tidak
menanbah juni ah | aj ur.

Konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari
kondi si belum tersedi a badan jal an sanpai kondisi jalan
dapat berfungsi.

(4)

Cukup j el as.

(1) | | .

Pengal okasi an dana di maksud ber asal dari dana
penyel enggara j al an sesuai kewenangannya.

(2)

Penerintah daerah dinyatakan belum nmanpu nenbiayai
penbangunan j al an apabi | a tel ah nmel aksanakan

penel i haraan dan peni ngkatan jalan dengan bai k dengan
dana paling sedi kit sebesar 20% (dua pul uh persen) dari
total anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi
kondi si jalan bel um nenenuhi kriteria standar pel ayanan
m ni mal yang ditetapkan.

Penentuan ruas jalan vyang dibantu oleh Penerintah
di dasarkan pada prioritas ruas jalan dan Kkemanpuan
pendanaan Penerintah setelah nendapat per set uj uan
Menteri .

(3)

Cukup j el as.

(1)

Dokumen rencana teknis terdiri dari ganbar teknis,
syarat-syarat, dan spesifikasi pekerjaan.

(2)

Yang di maksud dengan "optimal" adal ah  penenuhan
kebut uhan pengguna jalan dengan nenggunakan sekeci
mungki n sunber daya.

(3)

Yang di maksud dengan "jenbatan" adalah jalan yang



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

Ayat

Ayat

87
Ayat

Ayat

Ayat

88

terletak di atas pernukaan air dan/atau di atas
per mukaan t anah.
Yang dinmaksud dengan "terowongan" adalah jalan yang
terletak di dalamtanah dan/atau di dalamair.
(4)
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Cukup j el as.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "nuatan sunbu terberat”
adal ah beban sunbu paling tinggi yang diizinkan.
Huruf d
Cukup j el as.
Huruf e
Cukup j el as.
Hur uf f
Cukup j el as.
Huruf g
Cukup j el as.
Huruf h
Cukup j el as.
Hur uf i
Cukup j el as.
(5) | . |
Pej al an kaki dan penyandang cacat perlu di perhitungkan
kar ena merupakan bagi an dari lalu |lintas.
Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat nmerupakan
prasarana noda transportasi yang penting antara lain
dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas
j al an, pada pernukaan jal an, dan di bawah jal an.
(6)
Cukup j el as.

(1)

Yang di maksud dengan "beban rencana" antara |ain nuatan
sunbu terberat, konfigurasi sunmbu kendaraan, beban
total kendaraan, beban terpusat, dan beban nerata.

(2)

Lalu lintas di bawah jenbatan antara lain berupa lalu
lintas air dan lalu lintas rel.

(3)

Cukup j el as.

Cukup j el as.

89
Ayat

Ayat

(1)

Yang di nmaksud dengan "pejabat yang ditunjuk” adal ah
pej abat yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan
per undangundangan.

(2)

Cukup j el as.



Ayat (3)
Cukup j el as.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Peraturan perundang-undangan yang di maksud adal ah
per at uran perundang-undangan di bi dang pertanahan.
Pasal 91
Cukup j el as.
Pasal 92
Cukup j el as.
Pasal 93
Ayat (1)
Dal am hal pel aksanaan  konstruksi di  akukan ol eh
penyedi a jasa, kelancaran dan keselamatan lalu lintas
sel ama pel aksanaan konstruksi nenjadi tanggung |awab
pel aksana  konst r uksi yang di at ur dal am kontrak
pekerj aan.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Pasal 94
Cukup j el as.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Per syar at an adm nistratif dan persyaratan teknis
di maksud merupakan persyaratan | ai k fungsi.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Pasal 96
Cukup j el as.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Prioritas tertinggi t er masuk penenuhan kecukupan
pendanaan penel i har aan.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Rencana peneliharaan jalan antara lain neliputi sistem
i nf ormasi, sistem manaj enen aset, dan rencana
penanganan penel i haraan j al an.

Rencana penel i haraan jal an di publ i kasi kan kepada umum

98
Cukup j el as.
99
Cukup j el as.
100
Cukup j el as.
101
Ayat (1)
Hal ini dinmaksudkan dengan pertinbangan bahwa orang
atau instansi yang bersangkutan nendapat nanfaat |ebih
dari penggunaan jalan unum yang bersangkutan, sepert
penel i haraan j al an unum ol eh pengenbang per unmahan.
Ayat (2)
Biaya dari orang atau instansi dapat sebagian atau
sel ur uhnya.
Ayat (3)
Cukup j el as.
102
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Cukup j el as.
Huruf c
Cukup j el as.
Huruf d
Cukup j el as.
Huruf e
Tekni s penyel enggaraan nanaj emen dan rekayasa | alu
lintas nerupakan penmenuhan terhadap ketentuan
peri ntah dan/atau | arangan.
Hur uf f
Teknis perlengkapan jalan nerupakan penenuhan
t er hadap ket ent uan spesi fi kasi tekni s yang
meliputi tata cara pemasangan, bahan, dan ukuran
per | engkapan j al an.
Ayat (5)
Admi ni strasi per | engkapan jal an nmel i puti dokunen

penet apan aturan perintah dan |arangan, serta dokunen



penetapan titik | okasi perlengkapan jal an.
Ayat (6)

Cukup j el as.
Ayat (7)

Cukup j el as.
Ayat (8)

Cukup j el as.

Pasal 103
Cukup j el as.

Pasal 104
Cukup j el as.

Pasal 105

Huruf a
Yang di maksud dengan "nenganati pemanfaatan dan kondi si
bagi an- bagi an jal an" adal ah nengawasi segala kejadian
di ruang manfaat jalan, ruang mlik jalan, dan ruang
pengawasan jalan di ruas jalan yang nenjadi tanggung
| awabnya.

Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Cukup j el as.

Pasal 106
Peni li kan jalan neliputi senua bagi an-bagi an j al an.

Pasal 107
Cukup j el as.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Kegi at an eval uasi dan pengkajian pel aksanaan kebijakan
penyel enggaraan jal an nmencakup peraturan pel aksanaan di
bi dang j al an.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Pengendalian jalan mnmasuk neliputi penbatasan jum ah
jalan masuk yang nenenuhi ketentuan jarak antarjalan



Pasal

Pasal

Pasal

masuk sesuai dengan fungsi jal an.

Penjagaan ruang nmanfaat jalan neliputi penj agaan
pemanf aat an bagi an-bagian jalan selain peruntukannya
sebagai mana di maksud dal am Pasal 33, Pasal 34, Pasal
35, dan Pasal 36.

Penj agaan ruang nmanfaat jalan dapat dilakukan dengan
cara antara lain sosialisasi, pemasangan  pagar,
nmel akukan penilikan secara rutin/berkal a.

Pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan antara
| ain nenberi kan peringatan dan nelaporkan terjadinya
gangguan kepada pi hak berwaji b.

Gangguan atas fungsi jalan adal ah semua perbuatan yang
mengganggu dan nenbahayakan pengguna j al an.

110
Cukup j el as.
111
Cukup j el as.
112
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Yang di maksud dengan “"aksesibilitas" adalah juniah
panjang jalan di satu wlayah dalam satuan kil oneter
di bagi dengan luas wlayah tersebut dalam satuan
kil oneter persegi.
Yang di maksud dengan "nobilitas" adalah jum ah panjang
jalan di satu wlayah dalam satuan Kkilonmeter dibagi
dengan jum ah penduduk di w | ayah tersebut dal am satuan
ri buan jiwa.
Kesel amat an di nyat akan dal am penenuhan kondisi jalan
sesuai dengan perencanaan teknis dan persyaratan |aik
fungsi jalan.
Ayat (3)
Kondi si jalan merupakan nilai kerataan pernukaan jal an
dan dinyatakan dengan IR (International Roughness
Index). IR adalah kerataan pernukaan jalan yang
di nyat akan dengan jum ah perubahan vertikal pernukaan
jalan untuk setiap satuan panjang jalan (nmkn.
Kecepatan di nyatakan dalam penenuhan kondisi jalan
sesuai dengan kecepat an rencana.
Ayat (4)

Ayat

Penyedi aan prasarana jalan berkaitan dengan kondi si
fisik jalan yang nmendukung tercapainya kriteria standar
pel ayanan mnimal, baik jaringan jalan naupun ruas
| al an.

Penggunaan jalan berkaitan |angsung dengan Kkriteria
standar pel ayanan m ni mal kesel amat an dan kecepat an.
Pemanf aat an ruang manfaat jal an dan penggunaan ruang di
ruang pengawasan jal an nenpengaruhi pencapaian kriteria
standar pel ayanan m ni mal kesel amat an dan kecepat an.

(5)



Cukup j el as.

Pasal 113
Cukup j el as.
Pasal 114

Dokunmen aset jalan neliputi dokumen perol ehan dan perizi nan
atas bangunan dan tanah ruang mlik jal an.

Ganbar terlaksana (as-built drawi ng) adalah ganbar teknis
hasi| pel aksanaan penbangunan j al an.

Dokurmen | ai k fungsi jalan nerupakan dokunmen penetapan | aik
fungsi jalan.

Pasal 115
Cukup j el as.

Pasal 116
Cukup j el as.

Pasal 117
Cukup j el as.

Pasal 118
Cukup j el as.

Pasal 119
Cukup j el as.

Pasal 120

Ayat (1)
Yang di maksud dengan " penyi npangan” antara lain
mendi ri kan bangunan tanpa izin penyelenggara jalan,
menenpat kan benda- benda pada ruang manfaat jalan, dan
menutup jalan tanpa izin penyel enggara jal an

Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dinmaksud dengan "jalan Kkhusus”™ antara lain jalan
per kebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan
pertanbangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan
sementara pel aksanaan konstruksi, jalan di kawasan
pel abuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan
beri kat, dan jalan di kawasan pernmukiman yang bel um
di serahkan kepada penyel enggara jal an umum
Yang di maksud dengan "instansi" adal ah Penerintah atau
peneri nt ah daerah sel ai n penyel enggara jal an umum

Ayat (2)

Cukup j el as.

Pasal 122
Ayat (1)
Jal an khusus diusahakan nenjadi bagian dari jaringan



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

jalan umum

Per at uran perundang-undangan mnengenai lalu |intas dan
angkutan jalan berlaku pada jal an khusus yang di gunakan
untuk lalu lintas umum

Ayat (2)
Jal an khusus yang digunakan untuk lalu lintas unmm
penyel enggaraan jalan Kkhusus tersebut nmasih tetap
di | akukan ol eh penyel enggara jal an khusus.
123
Ayat (1)
Jal an khusus dapat berubah nenjadi jalan unmum apabila
menenuhi syarat sebagai jalan unum seperti nenenuh
kriteria geonetrik dan perkerasan jalan umum serta
| ai k fungsi jal an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
124
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Per at uran perundang- undangan yang di maksud antara |ain
per at uran perundang-undangan di bi dang pertanahan.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Ayat (6)
Apabi | a jal an kabupat en/ kota tersebut menpunyai peranan
penting terhadap provi nsi, bupati/wal i kota dapat
mengusul kan jal an kabupat en/ kota tersebut nenjadi jalan
provi nsi kepada guber nur
Apabi | a jalan kabupaten/kota nenpunyai peranan penting
secara nasional, bupati/wal i kota dapat nengusul kan
jalan kabupaten/kota tersebut nenjadi jalan nasiona
kepada Menteri .
125
Cukup j el as.
126
Cukup j el as.
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